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B. Fokus Penelitian 

 Fokus pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kerja sama 

antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Royal Thai Police dalam 

menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Warga 

Negara Indonesia (WNI) di Myanmar pada periode tahun 2023–2024?”. 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan utama dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kerja sama antara 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Royal Thai Police dalam 

menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Warga 

Negara Indonesia (WNI) di Myanmar pada periode tahun 2023–2024. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengetahuan dalam penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang 

(TPPO) khususnya pada kejahatan lintas negara (Transnational Crime) 

mengenai kebijakan negara yang terdampak pada isu perdagangan manusia 

(Human Trafficking) pada negara yang terdampak pada isu tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis adalah dampak langsung yang bisa didapatkan dari 

sebuah studi atau penelitian. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini 

meliputi: 

a) Bagi Peneliti: 
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 Penelitian ini diharapkan memiliki hasil yang berpotensi untuk 

memperlihatkan tentang upaya negara atau kebijakan negara untuk 

mempengaruhi keberhasilan negara dalam memberikan isu yang 

terdampak dan memberikan perkembangan terhadap studi hubungan 

internasional. Selain hal tersebut, penelitian bertujuan untuk memenuhi 

syarat dari akademis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis pada 

pendidikan sarjana. 

b) Bagi Masyarakat: 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan baru tentang isu kejahatan lintas negara yang juga 

termasuk kedalam kejahatan lintas negara (Transnational Crime) dan 

perdagangan manusia (Human Trafficking) khususnya berfokus pada 

warga negara indonesia yang menjadi tindak pidana perdagangan orang 

di negara Myanmar. Dengan pemahaman ini penulis berharap 

khususnya pada warga negara indonesia tentang bahaya perdagangan 

manusia pada keamanan negara dan juga keamanan manusia, sehingga 

hal ini dapat memberikan kontribusi dalam mendorong partisipasi 

masyarakat Indonesia seperti memperluas wawasan dan melaporkan 

tindak kejahatan lintas negara pada institusi negara ataupun organisasi 

negara. 

c) Bagi Pemerintah: 

 Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan wawasan 

terhadap pemangku kebijakan dan institusi negara dalam melakukan 

suatu tindakan seperti pencegahan, pengamanan dan penanggulangan 
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pada isu hubungan internasional pada fokus keamanan manusia guna 

memperbaiki perancangan undang-undang atau kebijakan negara 

secara komprehensif pada isu kejahatan lintas negara pada fokus warga 

negara Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Terlebih negara dapat memberikan kontribusi pada dunia internasional 

seperti memperkuat hubungan bilateral kepada negara terkait dan 

organisasi antar negara. 

E. Kajian Pustaka 

 Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menelaah 

sejumlah studi terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dan topik, guna 

memahami posisi penelitian di antara karya-karya sejenis. Kajian pustaka ini juga 

berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) dan 

memperkuat landasan teoritis serta metodologis. Adapun penelitian-penelitian 

terdahulu yang menjadi referensi adalah sebagai berikut: 

 Penelitian pertama yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Human Trafficking) sebagai Transnational Crime” yang ditulis oleh Kadek Novi 

Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya dan M. Jodi 

Setianto.12 Penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel jurnal berisikan tentang 

upaya hukum negara terhadap korban dan pelaku tindak pidana perdagangan 

orang yang melibatkan warga negara indonesia dan warga negara asing. Pada 

penelitian ini memperlihatkan lemahnya kebijakan hukum yang berlaku di 

Indonesia terhadap pelaku dan proses dalam peranan institusi negara untuk 

 
12 Kadek Novi Darmayanti dkk., “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) sebagai 

Transnational Crime,” Ganesha Law Review 4, no. 2 (1 November 2022): 33–42, 

https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1425. 
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memberikan keadilan, keamanan dan juga perlindungan yang berfokus pada 

korban TPPO di Indonesia. fokus utama dari penelitian ini adalah memahami 

fenomena perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional dan 

mengevaluasi upaya hukum yang ada, baik di tingkat internasional maupun 

nasional, untuk mengatasi kejahatan ini. 

 Persamaan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah memiliki 

pembahasan yang sama seputar upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan 

perlindungan dan keamanan terhadap WNI yang menjadi korban TPPO. Namun 

yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada 

masalah yang terjadi di Indonesia dengan perspektif hukum negara dalam 

menangani TPPO sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya pemerintah 

Indonesia dalam menanggulangi TPPO bagi WNI yang ada di negara Myanmar 

pada rentang tahun 2023 hingga 2024. 

 Penelitian kedua yang berjudul “Upaya Thailand Dalam Mengatasi 

Prostitusi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) 

Melalui Kerjasama Internasional” yang ditulis oleh Intan Nurul, Ola Sagita, 

Wulan Permata Sari, Claudia Tivanny dan Herli Antoni.13 Penelitian yang ditulis 

dalam bentuk jurnal berisikan tentang upaya negara Thailand dalam melakukan 

penanganan, pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia yang terkait 

dengan prostitusi. Penelitian ini membahas bagaimana Thailand bekerja sama 

dengan organisasi internasional seperti UNIAP dan UNICEF dalam memberikan 

 
13 Intan Nurul dkk., “UPAYA THAILAND DALAM MENGATASI PROSTITUSI SEBAGAI TINDAK 

PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) MELALUI KERJA SAMA 

INTERNASIONAL,” Ilmu Hukum Prima (IHP) 6, no. 1 (30 April 2023): 88–97, 

https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3536. 
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perlindungan bagi korban, serta kebijakan hukum seperti The Anti-Trafficking in 

Persons Act 2008 yang bertujuan menekan angka TPPO di negara tersebut. 

 Persamaan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian peneliti terdapat 

pada fokus dan tujuan penelitian yang memiliki persamaan tentang negara dalam 

mengupayakan untuk mengatasi TPPO. Namun, perbedaan dari penelitian ini 

dengan penelitian penulis terletak pada lingkup pembahasan. Penelitian pada 

jurnal tersebut berfokus pada negara Thailand dalam mengatasi TPPO pada 

konteks prostitusi melalui kerjasama internasional. Sedangkan penelitian penulis, 

berfokus pada upaya dari negara Indonesia dalam menanggulangi TPPO yang 

terjadi pada WNI yang berada di negara Myanmar dengan lingkup yang lebih luas 

tidak hanya dengan kerjasama internasional.  

 Penelitian ketiga yang berjudul “Penanganan Kasus Transnational Crime: 

Analisa Kerja Sama Pengawasan Indonesia dan Myanmar dalam Perdagangan 

Manusia di ASEAN” ditulis oleh Andi Aline Tenri dan Wira Atman.14 Penelitian 

yang dilaporkan dalam bentuk jurnal berisikan tentang kejahatan transnasional 

khususnya perdagangan manusia yang terjadi di kawasan ASEAN dengan fokus 

pada kerja sama pengawasan antara Indonesia dan Myanmar. Dalam jurnal ini, 

penulis mengaitkan faktor penyebab meningkatnya TPPO (Tindak Pidana 

Perdagangan Orang) terhadap WNI di Myanmar dengan krisis multidimensi 

seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan instabilitas politik di 

Myanmar pasca kudeta militer 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dan menjelaskan keterlibatan aktor negara maupun non-

 
14 Andi Aline Tenri dan Wira Atman, “Penanganan Kasus Transnational Crime: Analisa Kerja Sama 

Pengawasan Indonesia dan Myanmar dalam Perdagangan Manusia di ASEAN,” Jurnal Ilmu Sosial, 9 Juni 

2023, https://doi.org/https://doi.org/10.9963/a6hve488. 
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negara seperti Triad 14K, Karen Border Guard Force, serta peran forum ASEAN 

Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) termasuk Labuan Bajo 

Declaration tahun 2023. 

 Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada 

fokus terhadap TPPO yang dialami WNI di Myanmar serta keterlibatan aktor 

lintas negara dalam kasus tersebut. Namun, perbedaan utama adalah pendekatan 

yang digunakan. Penelitian ini menyoroti dimensi transnational crime dan kerja 

sama pengawasan bilateral secara makro antara Indonesia dan Myanmar serta 

posisi ASEAN sebagai aktor regional, sedangkan penelitian penulis berfokus 

secara lebih spesifik pada implementasi kerja sama kepolisian antara Polri dan 

Royal Thai Police dalam menanggulangi perdagangan manusia terhadap WNI 

yang menjadi korban di wilayah perbatasan Myanmar Thailand. Jurnal ini tetap 

dijadikan referensi karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai 

kompleksitas jaringan perdagangan manusia di ASEAN serta peran penting kerja 

sama regional dan pengawasan lintas negara. 

 Penelitian keempat yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran 

Indonesia di Kamboja” yang ditulis oleh Dicky Ramadhani. Penelitian yang 

dilaporkan dalam bentuk skripsi berisikan tentang peran negara Indonesia dalam 

menanggulangi perdagangan manusia terhadap PMI di Kamboja.15 Penelitian ini 

memiliki tujuan dalam mengeksplorasi hubungan bilateral negara Indonesia dan 

Kamboja dalam tantangan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan 

 
15 Ramadhani Dicky, “UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK 

PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI 

KAMBOJA” (Universitas Satya Negara Indonesia, 2024). 
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orang. Pada penelitian ini menjelaskan tentang hubungan kerja sama internasional 

serta penegakan hukum untuk mencegah kasus perdagangan manusia yang 

melibatkan PMI terus bertambah setiap tahunnya. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah subjek yang dibahas 

adalah warga negara Indonesia yang terdampak pada TPPO di luar negeri 

terutama di Asia Tenggara. Namun Perbedaan penelitian ini tidak terlalu 

signifikan, hanya saja penelitian ini membahas tentang hubungan antara negara 

Indonesia dan Kamboja dalam menanggulangi TPPO terhadap PMI, sedangkan 

penelitian peneliti berfokus pada kerjasama Indonesia dan Myanmar dalam 

menanggulangi TPPO yang terjadi pada WNI dengan rentang tahun 2023 hingga 

2024. Namun alasan lain peneliti menggunakan penelitian ini untuk menjadi 

kajian pustaka dikarenakan, peneliti menggunakan latar belakang masalah untuk 

menjadi patokan dalam melakukan analisis kebijakan negara dengan negara lain 

untuk menanggulangi isu perdagangan manusia.  

 Penelitian kelima yang berjudul “Kerja Sama Indonesia dan ASEAN 

dalam Menghadapi Human Trafficking di Asia Tenggara” yang ditulis oleh 

Muhammad Azriel Naufal Yunus.16 Penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal 

berisikan dinamika perdagangan manusia di Asia Tenggara dengan fokus pada 

peran Indonesia dalam menjalin kerja sama regional melalui ASEAN untuk 

menghadapi kejahatan transnasional tersebut. Penulis menyoroti berbagai 

tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti keterbatasan sumber daya manusia, 

teknologi pengawasan, korupsi, dan kurangnya koordinasi lintas lembaga. Selain 

itu, penelitian ini menampilkan sejarah perdagangan manusia di Indonesia dari 

 
16 Muhammad Azriel Naufal Yunus, “Kerja Sama Indonesia dan ASEAN dalam Menghadapi Human 

Trafficking di Asia Tenggara,” Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Mei 2023. 
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era kerajaan hingga masa pasca-kolonial, dan menilai efektivitas implementasi 

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (RAN-PPTPPO) serta keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Convention 

Against Trafficking in Persons (ACTIP). 

 

 Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap 

perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara, 

serta pentingnya kerja sama lintas negara dalam menanggulanginya. Namun, 

perbedaan yang menonjol adalah cakupan pembahasan yang luas dalam jurnal ini, 

di mana perdagangan manusia dilihat secara makro dari sisi kebijakan domestik 

Indonesia dan mekanisme kerja sama ASEAN secara umum. Sedangkan 

penelitian penulis lebih spesifik mengulas implementasi kerja sama kepolisian 

antara Polri dan Royal Thai Police dalam menanggulangi TPPO terhadap WNI 

yang menjadi korban di Myanmar. Kendati demikian, jurnal ini tetap menjadi 

sumber yang relevan karena memberikan kerangka konseptual dan empiris 

mengenai urgensi kolaborasi regional dalam menanggulangi ancaman human 

trafficking yang berdimensi lintas batas dan kompleks. 

 Penelitian keenam yang berjudul “Analysis of Indonesian and Thai 

Government Policies in Handling Human Trafficking Cases (2021–2023)” ditulis 

oleh Ahmad Idris Al-Hammad.17 Penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal yang 

membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dan Thailand dalam 

menangani kasus perdagangan manusia selama kurun waktu 2021 hingga 2023. 

 
17 Ahmad Idris Al-Hammad, “Analysis of Indonesian and Thai Government Policies in Handling Human 

Trafficking Cases (2021-2023),” JSHP 9, no. 1 (2025): 2580–5398, 

https://doi.org/10.32487/jshp.v9i1.2380. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka 

teori Advocacy Coalition Framework (ACF) untuk mengkaji peran kelompok 

kepentingan, seperti LSM, lembaga internasional, dan penegak hukum dalam 

memengaruhi formulasi kebijakan. Temuan utama dalam jurnal ini menunjukkan 

bahwa kedua negara mengalami peningkatan status dalam laporan TIP (indone) 

menjadi Tier 2 pada tahun 2023, dan memiliki karakteristik kebijakan yang 

berbeda Indonesia fokus pada perlindungan pekerja migran, sedangkan Thailand 

menitikberatkan pada pencegahan eksploitasi seksual dan penguatan 

kelembagaan. 

 Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan 

mengenai perdagangan manusia dan keterlibatan dua negara ASEAN yaitu 

Indonesia dan Thailand dalam menangani kejahatan lintas negara tersebut. 

Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian. Penelitian ini bersifat 

komparatif dan menganalisis kebijakan negara secara umum berdasarkan 

intervensi aktor non-negara serta pengaruh laporan internasional. Sementara 

penelitian penulis secara khusus menitikberatkan pada implementasi kerja sama 

bilateral antara Polri dan Royal Thai Police dalam menanggulangi TPPO terhadap 

WNI di Myanmar. Meski demikian, jurnal ini tetap relevan dijadikan rujukan 

karena memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika kebijakan 

nasional kedua negara dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia, serta 

menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan pengaruh tekanan eksternal 

dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. 

 Penelitian ketujuh yang berjudul “Efektivitas ASEAN Intergovernmental 

Commision on Human Rights Dalam Mengurangi Kejahatan Perdagangan 
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Manusia Indonesia di Thailand” yang ditulis oleh Juzelia Zuhra.18 Penelitian yang 

dilaporkan dalam bentuk skripsi berisikan tentang efektivitas ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam mengurangi 

kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) yang melibatkan Warga 

Negara Indonesia (WNI) di Thailand. Fokus penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasi sejauh mana AICHR, sebagai Badan Hak Asasi manusia (HAM) 

regional di bawah ASEAN, berperan dalam mengatasi masalah perdagangan 

manusia, khususnya yang melibatkan korban dari Indonesia di Thailand. 

Penelitian ini juga menganalisis strategi yang digunakan Indonesia melalui 

AICHR untuk memerangi perdagangan manusia. 

 Penelitian ini memiliki persamaan yang spesifik yaitu subjek yang dibahas 

adalah negara Indonesia dalam memanfaatkan AICHR untuk mengurangi 

kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan WNI di Thailand. Sedangkan 

Objeknya adalah perdagangan manusia khususnya yang melibatkan warga negara 

Indonesia di Thailand. Namun perbedaan penelitian ini berada pada subjek 

pembahasan yaitu WNI yang mengalami perdagangan manusia di negara Thailand 

sedangkan milik penulis berfokus pada WNI yang mengalami TPPO di negara 

Myanmar. 

 Penelitian kedelapan yang berjudul “Role of Local Governments in 

Preventing and Treating Victims of Human Trafficking” yang ditulis oleh Faisal 

 
18 Zuhra Juzelia, “EFEKTIVITAS ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN 

RIGHTS DALAM MENGURANGI KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA DI 

THAILAND = THE EFFECTIVENESS OF THE ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION 

ON HUMAN RIGHTS IN REDUCING INDONESIAN HUMAN TRAFFICKING CRIMES IN 

THAILAND. ” (Universitas Hasanuddin, 2024). 
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Fadilla Noorikhsan, Hilal Ramdhani, Nisa Khoerunisa.19 Penelitian yang 

dilaporkan dalam bentuk jurnal berisikan tentang peran pemerintah daerah 

Indonesia dalam mencegah dan menangani korban perdagangan manusia (human 

trafficking). Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah lokal untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, yang dianggap 

sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya 

peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perdagangan manusia, 

terutama melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan. 

 Penelitian ini tidak ditemukan persamaan yang spesifik dikarenakan jurnal 

ini berfokus pada pemerintah lokal tentang upaya dalam menghadapi perdagangan 

manusia (Human Trafficking) dengan memberikan gambaran tentang bagaimana 

pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye 

melawan perdagangan manusia, serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah 

daerah, pemerintah pusat, dan lembaga non-pemerintah dapat memperkuat upaya 

pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia. Namun, penelitian ini 

digunakan penulis sebagai acuan untuk menganalisis keberhasilan pemerintah 

daerah dalam melakukan pencegahan perdagangan orang pada penelitian penulis. 

 Penelitian kesembilan yang berjudul “Peran International Organization 

for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara 

Indonesia di Uni Emirat Arab” yang ditulis oleh Adam Najib Yunardi.20 Penelitian 

 
19 Faisal Fadilla Noorikhsan, Hilal Ramdhani, dan Nisa Khoerunisa, “Role of Local Governments in 

Preventing and Treating Victims of Human Trafficking,” Jurnal Administrasi Publik Public 

Administration Journal 12, no. 2 (1 Desember 2022): 180–90, https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.7836. 
20 Adam Najib Yunardi, “Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan 

Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab,” Jurnal Politikom Indonesiana 6, no. 2 

(6 Februari 2022): 1–12, https://doi.org/10.35706/jpi.v6i2.5600. 
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yang dilaporkan dalam bentuk Jurnal berisikan tentang peran International 

Organization for Migration (IOM) dalam menangani kasus perdagangan manusia 

(human trafficking) yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Uni 

Emirat Arab (UEA). Penelitian ini mengkaji bagaimana IOM, sebagai organisasi 

internasional, berupaya membantu pemerintah Indonesia dalam mencegah dan 

menanggulangi perdagangan manusia, khususnya yang terjadi di UEA. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis tidak ada persamaan 

yang signifikan namun, penelitian ini lebih berfokus pada upaya yang dilakukan 

oleh IOM dalam membantu pemerintah Indonesia untuk mencegah dan 

menangani kasus perdagangan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis peran IOM dalam menangani perdagangan manusia yang 

melibatkan WNI di UEA. Alasan penulis menggunakan penelitian jurnal tersebut 

sebagai kajian pustaka adalah melihat bagaimana proses organisasi antar 

pemerintah membantu pemerintah Indonesia dalam pemulangan, rehabilitasi, dan 

pemberian bantuan hukum. 

 Penelitian kesepuluh yang berjudul “Prevalence, Causes, and Impacts of 

Human Trafficking in Asian Countries: A Scoping Review” yang ditulis oleh 

Zeeshan Khan, Mohammad Rahim Kamaluddin, Saravanan Meyappan, Jamiah 

Manap dan Ramalinggam Rajamanickam.21 Penelitian yang dilaporkan dalam 

bentuk jurnal berisikan tentang tentang sebaran, penyebab, dan dampak 

perdagangan manusia di Asia. Penelitian ini menyoroti bahwa negara-negara 

seperti India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, dan Thailand menjadi pusat 

 
21 Zeeshan Khan dkk., “Prevalence, causes and impacts of human trafficking in Asian countries: A 

scoping review,” F1000Research 11 (21 Juni 2023): 1021, 

https://doi.org/10.12688/f1000research.124460.3. 
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perdagangan manusia di Asia, dengan jumlah korban yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun. 

 Pada penelitian ini tidak ada persamaan dan perbedaaan yang signifikan 

namun, penulis menggunakan jurnal ini sebagai dasar acuan tentang bagaimana 

perdagangan manusia menjadi permasalahan yang serius terutama di ASIA 

termasuk negara Indonesia dan Myanmar. Penelitian ini juga memperlihatkan 

peran negara, organisasi negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut 

memberantas kejahatan ini mulai dari penggunaan hukum dan kerjasama bilateral 

dan multilateral. Penulis berharap mendapat inspirasi dari pembahasan yang ada 

pada penelitian ini guna memmbantu penulis menyempurnakan penelitiannya. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Penulis akan menjabarkan tentang sistematika penulisan skripsi dengan 

judul “Implementasi kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia dan Royal 

Thai Police dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap 

Warga Negara Indonesia di Myanmar pada periode tahun 2023–2024.” menjadi 

berberapa bagian. Penelitian Skripsi ini dibuat untuk mempermudah peneliti 

maupun pembaca dalam memahami penelitian ini. 

 Pada bab pertama, peneliti akan menguraikan tentang latar belakang 

konstekstual dari masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bab atau 

bagian ini merupaka bagian awal dari penelitian yang berisi mengenai penjelasan 

latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, serta garis besar rencana penelitian yang disusun secara sistematis dalam 

bentuk sistematika penulisan skripsi. 
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 Pada bab kedua, Bab kedua menjelaskan definisi dan landasan konseptual 

yang digunakan dalam menganalisis fenomena penelitian. Definisi konseptual 

mencakup istilah Implementasi, Kepolisian Republik Indonesia, Royal Thai 

Police, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Warga Negara Indonesia. 

Sementara itu, landasan konseptual peneliti berisi tentang Kerjasama 

Internasional dan Transnational Crime. Selain itu, bab ini juga memuat 

argumentasi utama yang menggambarkan pandangan peneliti terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

 Pada bab ketiga, peneliti akan meguraikan secara mendalam metode 

penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan studi ini. 

Pemaparan mencakup jenis dan rumusan masalah penelitian, unit serta peringkat 

analisis, situasi sosial, teknik dan pemilihan sampel, teknik pengumpulan dan 

analisis data, serta teknik validasi data yang digunakan untuk memastikan 

keabsahan temuan. 

 Pada bab keempat, peneliti akan menjelaskan hasil yang diperoleh selama 

melakukan fase penelitian. Data yang didapat pada penelitian akan dijelaskan 

dalam bentuk narasi dan dijelaskan sesuai jenis penelitian deskriptif. Selain itu 

hasil penelitian akan dianalisis secara mendalam dan sistematis untuk menjawap 

fokus penelitian. Secara khusus pada bagian pembahasan akan di bagi menjadi 

empat (4) sub bab. Sub bab yang pertama adalah kondisi tindak pidana 

perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia di Myanmar. Sub bab kedua 

adalah Kerjasama Kepolisian RI dan Royal Thai Police dalam menanggulangi 

Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap WNI. Sub bab ketiga adalah 
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Impelentasi Kerjasama Kepolisian RI dan Royal Thai Police. Sub bab keempat 

adalah Hasil Kerjasama Kepolisian RI dan Royal Thai Police. 

 Pada bab kelima, peneliti akan mengisi bagian ini pada kesimpulan dari 

penelitian peneliti. Kesimpulan dan Saran, berisi rangkuman dari seluruh 

pembahasan yang telah dikaji dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dibuat akan 

menarik benang merah dari temuan penelitian, sementara bagian saran akan 

memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi korban TPPO di 

Myanmar serta mencegah kasus serupa di masa mendatang. 
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BAB II  

PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA 

A. Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual merupakan penjabaran istilah-istilah kunci yang 

digunakan dalam penelitian ini, guna memperjelas ruang lingkup dan pemahaman 

yang konsisten terhadap variabel atau konsep yang diteliti. Definisi ini tidak hanya 

berfungsi sebagai batasan istilah, tetapi juga sebagai fondasi analitis dalam 

membedah permasalahan penelitian. 

1. Implementasi 

 Implementasi merupakan bentuk fase dalam kebijakan luar negeri 

ketika aktor berhadapan langsung dengan lingkungannya, dan sebaliknya 

lingkungan turut memengaruhi aktor. Dalam pandangan mereka, 

implementasi tidak hanya dipahami sebagai tahapan teknis setelah 

pengambilan keputusan, melainkan sebagai proses strategis dan interaktif 

yang kompleks, yang menghubungkan niat dan tujuan kebijakan luar negeri 

dengan hasil aktual yang ingin dicapai. Implementasi dalam konteks ini 

bersifat politis, karena menyangkut pertarungan antara kehendak aktor dan 

resistensi yang berasal dari lingkungan internasional yang sering kali tidak 

dapat diprediksi.22 

 Brighi menyatakan, keberhasilan implementasi kebijakan luar negeri 

tidak semata-mata ditentukan oleh kejelasan tujuan atau ketepatan instrumen 

 
22 Elisabetta Brighi dan Christopher Hill, “Implementation and behaviour,” dalam Foreign Policy: 

Theories, Actors, Cases, 3 ed. (Oxford University Press, 2016), 

https://doi.org/10.1093/hepl/9780198708902.003.0008. 
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yang digunakan, melainkan juga ditentukan oleh kemampuan aktor untuk 

merespons secara adaptif terhadap kondisi kontekstual yang dinamis. Dalam 

kerangka strategic-relational model, implementasi merupakan hasil dari 

dialektika antara strategi yang dirancang oleh aktor dengan kondisi eksternal 

tempat strategi itu dijalankan. Model ini menekankan bahwa strategi dan 

konteks saling membentuk dan memberi umpan balik satu sama lain, sehingga 

implementasi kebijakan tidak pernah bersifat linier, melainkan berlangsung 

dalam siklus tindakan, reaksi, dan adaptasi berkelanjutan.23 

 Implementasi kebijakan luar negeri dapat dianalisis melalui pendekatan 

strategic-relational, seperti yang dikemukakan oleh Brighi dan Hill.24 

Pendekatan ini memandang implementasi sebagai hasil dari interaksi dinamis 

antara strategi yang disusun oleh aktor kebijakan (biasanya negara) dan 

konteks eksternal yang terus berubah. Perspektif ini mengkritisi pandangan 

konvensional yang memisahkan secara tegas antara proses perumusan 

kebijakan dan pelaksanaannya, karena dalam praktiknya, implementasi 

merupakan arena politik tersendiri yang tidak hanya melibatkan birokrasi, 

tetapi juga benturan kepentingan dengan aktor eksternal dan lingkungan 

internasional yang saling terikat. 

 Brighi dan Hill, menyatakan bahwa implementasi kebijakan luar negeri 

tidak dapat dipahami hanya dari sisi internal aktor (seperti preferensi, tujuan, 

atau sumber daya), ataupun semata-mata dari sisi eksternal (seperti tekanan 

sistem internasional). Sebaliknya, pendekatan strategic-relational 

menekankan bahwa implementasi adalah proses relasional, di mana 

 
23 Brighi dan Hill. 
24 Brighi dan Hill. 
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keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor untuk 

menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi lingkungan yang bersifat 

dinamis dan seringkali tidak dapat diprediksi. Dalam kerangka ini, strategi 

kebijakan bersifat reflektif dan responsif terhadap umpan balik (feedback) dari 

lingkungan, dan proses implementasi berlangsung dalam siklus interaktif 

antara aksi dan reaksi. 

 Pendekatan ini juga menggeser fokus analisis dari sekadar kepatuhan 

administratif menjadi pemahaman terhadap kapasitas adaptif aktor. Sejalan 

dengan pandangan ini, implementasi tidak lagi dilihat sebagai eksekusi linier 

dari kebijakan yang telah dirumuskan, melainkan sebagai proses politik yang 

penuh dengan negosiasi, penyesuaian, bahkan kemungkinan perubahan tujuan 

selama proses berlangsung.25 Dengan demikian, keberhasilan implementasi 

bergantung pada fleksibilitas, kemampuan membaca konteks, serta daya 

adaptasi terhadap tantangan yang muncul dari lingkup internasional maupun 

di dalam negara sendiri. 

 Hal ini juga didukung oleh pernyataan Wahab bahwa, implementasi 

merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada pendistribusian 

hasil kebijakan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran. Proses ini dilakukan 

sebagai bentuk konkret dari upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam suatu kebijakan.26 

 Lebih jauh, perspektif implementasi dalam kajian hubungan 

internasional juga dapat diperdalam dengan analisis dari Merilee S. Grindle 

 
25 Brighi dan Hill. 
26 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik, 4 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). 
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dalam bukunya Politics and Policy Implementation in the Third World tahun 

1980.27 Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar 

proses administratif yang berlangsung setelah kebijakan ditetapkan, tetapi 

merupakan arena politik yang sangat kompleks, di mana berbagai aktor 

terlibat dalam pengambilan keputusan secara terus-menerus. Menurutnya, 

implementasi adalah hasil interaksi antara content (isi kebijakan) dan context 

(konteks sosial-politik) yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

 Dalam konteks negara-negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara, 

Grindle menekankan bahwa fase implementasi sering kali menjadi the real 

battleground di mana terjadi proses tawar-menawar antara aktor negara, 

birokrasi pelaksana, dan kelompok penerima manfaat atau oposisi kebijakan. 

Ia menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada dua 

hal utama: compliance (kepatuhan) dan responsiveness (daya tanggap). 

Pemerintah harus mampu membangun kepatuhan birokrasi dan masyarakat 

terhadap kebijakan yang ditetapkan, sambil tetap responsif terhadap masukan 

dari lapangan untuk menjaga legitimasi dan efektivitas pelaksanaan 

program.28 

 Kelebihan pendekatan Grindle terletak pada kemampuannya 

menjelaskan bahwa implementasi adalah proses politik yang penuh dengan 

konflik kepentingan, sehingga dibutuhkan strategi negosiasi, adaptasi, dan 

kalkulasi kekuasaan dari para implementor.29 Dalam konteks kebijakan luar 

 
27 Merilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World (Princeton: Princeton 

University Press, 1980), https://www.jstor.org/stable/j.ctt1m323qj. 
28 Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan 

Publik. 
29 Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World. 



28 

 

negeri dan kerja sama internasional, pendekatan ini dapat digunakan untuk 

memahami bagaimana dinamika kekuasaan, kapasitas kelembagaan, serta 

struktur insentif memengaruhi realisasi perjanjian bilateral atau 

multilateralseperti kerja sama antara Polri dan Royal Thai Police dalam 

menanggulangi perdagangan manusia lintas negara. 

 Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini menggunakan definisi konseptual 

implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Brighi dan Hill30 serta 

Grindle31, yang memandang implementasi sebagai proses strategis dan politis 

yang tidak hanya melibatkan penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan, 

tetapi juga interaksi dinamis antara aktor dan lingkungan tempat kebijakan 

dijalankan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi dipahami sebagai 

proses pelaksanaan kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia dan 

Royal Thai Police dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 

yang melibatkan warga negara Indonesia di Myanmar, dengan 

mempertimbangkan bagaimana strategi, konteks politik, serta kapasitas 

institusi memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kerja sama tersebut di 

lapangan. 

2. Kepolisian Republik Indonesia 

 Menurut Satjipto Rahardjo, polisi adalah alat negara yang memiliki 

peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus 

memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga.32 Ia juga mengutip 

pendapat Bitner yang menyatakan bahwa apabila hukum bertujuan 

 
30 Brighi dan Hill, “Implementation and behaviour.” 
31 Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World. 
32 Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis, 1 ed. (Yogyakarta: Genta publishing, 

2009). 
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menciptakan ketertiban sosial, khususnya dalam menghadapi tindakan 

kriminal, maka pada akhirnya polisi lah yang secara konkret menentukan 

bagaimana penegakan ketertiban tersebut dijalankan dalam praktik.33 

 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kepolisian 

mencakup segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian 

sesuai ketentuan perundang-undangan. Istilah ini mengandung dua makna, 

yaitu sebagai fungsi kepolisian dan sebagai lembaga kepolisian. Berdasarkan 

Pasal 2, fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara 

yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sementara itu, lembaga kepolisian adalah institusi pemerintah yang secara 

resmi diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.34 

 Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki 

peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya keamanan dalam negeri. 

Selain itu, institusi kepolisian ini merupakan satu kesatuan nasional yang 

melaksanakan peran tersebut secara terpadu dan menyeluruh di seluruh 

wilayah Indonesia.35 

 
33 Rahardjo. 
34 Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia” (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 8 Januari 2002). 
35 Indonesia, 5. 
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 Istilah "polisi" memiliki sejarah panjang dan mengalami perubahan 

makna seiring waktu. Awalnya, istilah ini berasal dari kata "politeia" di Yunani 

Kuno sebelum Masehi, yang merujuk pada keseluruhan sistem pemerintahan 

negara kota (polis). Istilah ini kemudian berkembang tidak hanya mencakup 

urusan pemerintahan, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas kota, termasuk 

aspek keagamaan. Namun, pada abad ke-14 dan ke-15, karena meningkatnya 

kompleksitas urusan keagamaan, hal-hal yang bersifat religius mulai 

dipisahkan dari ranah pemerintahan kota. Akibatnya, istilah politeia mulai 

terbatas hanya pada urusan-urusan keduniawian. Dari akar kata ini kemudian 

muncul berbagai istilah di berbagai negara, seperti la police (Perancis), politie 

(Belanda), police (Inggris), polizei (Jerman), dan akhirnya dikenal sebagai 

polisi di Indonesia.36 

 Dalam Kepolisian RI memiliki satuan unit untuk pelaksanaan tugas 

dalam melindungi negara dan isinya, salah satunya yang penting dalam 

penelitian ini adalah Divisi Hubungan Internasional atau dikenal dengan 

singkatan DIVHUBINTER. Divisi ini dikenal khusus sebagai sebagai Divisi 

yang memiliki tugas dan satuan unit untuk mengantisipasi dan menindak 

kejahatan yang berpontensi terjadi di lintas negara (transnational crime). 

 Selanjutnya, National Central Bureau (NCB) Indonesia merupakan 

organisasi pelaksana yang berada di bawah struktur Divisi Hubungan 

Internasional (Divhubinter) Polri. NCB Interpol Indonesia berperan sebagai 

satuan kerja Polri yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi Polri di bidang kerja sama internasional dalam penegakan hukum. 

 
36 Warsito Hadi Utomo, Hukum kepolisian di Indonesia, 1 ed. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005). 
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Sebagai bagian dari mekanisme hubungan luar negeri Polri, NCB Interpol 

Indonesia bertugas memfasilitasi pengiriman dan penerimaan permintaan 

bantuan internasional melalui sistem komunikasi global INTERPOL yang 

disebut I-24/7.37 Melalui jaringan ini, NCB Indonesia dapat menyampaikan 

permintaan penangkapan internasional (Red Notice), permintaan informasi 

lokasi (Blue Notice), atau melakukan koordinasi dalam evakuasi warga negara 

Indonesia (WNI) dari wilayah konflik atau jaringan eksploitasi transnasional. 

 Menurut penjelasan Interpol “Each INTERPOL member country 

maintains a National Central Bureau (NCB) staffed by national law 

enforcement officials. These Bureaus are the lifeblood of INTERPOL, 

connecting member countries and enabling them to share crucial crime-

related information.”38 

 Dalam konteks ini, NCB Indonesia memiliki mandat utama untuk: 

a)  Mewakili Polri dalam menjalin kerja sama internasional di bidang 

kepolisian. 

b)  Menjadi penghubung resmi (focal point) dalam pertukaran informasi 

kriminal lintas negara 

c)  Melakukan koordinasi teknis terkait kasus kejahatan transnasional, 

termasuk penyebaran informasi melalui sistem INTERPOL. 

d)  Menindaklanjuti berbagai permintaan penegakan hukum internasional 

seperti penerbitan Red Notice dan Blue notice untuk koordinasi operasi 

lintas negara. 

 
37 Interpol Indonesia, “PROFIL NCB-INTERPOL,” diakses 22 Juni 2025, https://interpol.go.id/profil.php. 
38 Interpol Indonesia. 
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 Hal ini, mencerminkan bagaimana INTERPOL di bawah naungan 

setiap lemabaga kepolisian yang ada di dunia melakukan kerjasama guna 

mencegah kejatahan lintas negara yang ada di setiap lintas negara. Hal tersebut 

mencerminkan tentang inti dari penelitian ini tentang kerjasama Kepolisian RI 

dengan Kepolisian Thailand dalam menanggulangi TPPO bagi WNI di 

Myanmar. 

3. Kepolisian Kerajaan Thailand (Royal Thai Police) 

 Royal Thai Police (RTP) adalah institusi penegak hukum nasional 

Thailand yang berada langsung di bawah komando Perdana Menteri Thailand. 

RTP memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, 

melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan, serta 

melaksanakan kerja sama internasional di bidang penanggulangan kejahatan 

transnasional. RTP memiliki beberapa unit teknis khusus seperti Anti-

Trafficking in Persons Division (ATPD) dan Technology Crime Suppression 

Division (TCSD). ATPD bertanggung jawab dalam menangani kasus 

perdagangan manusia, terutama yang melibatkan eksploitasi seksual, kerja 

paksa, dan migrasi ilegal, sedangkan TCSD fokus pada kejahatan berbasis 

digital seperti penipuan daring (online scam) dan perjudian ilegal. Kedua unit 

ini sering bekerja sama dengan lembaga penegak hukum asing, seperti 

Interpol, FBI, dan kepolisian negara tetangga dalam menyelenggarakan 

operasi bersama dan pertukaran informasi intelijen.39 

 Dalam sejarahnya, Thailand pernah mendapat reputasi internasional 

yang buruk sebagai negara asal, transit, dan tujuan dalam jaringan 

 
39 Royal Thai Police, “Anti-Human Trafficking Center, Royal Thai Police,” diakses 22 Juni 2025, 

https://humantrafficking.police.go.th/en/about/. 
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perdagangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi tenaga 

kerja dan seks komersial. Dalam laporan Trafficking in Persons Report (TIP) 

yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2014, 

Thailand dimasukkan ke dalam kategori Tier 3 level terendah dalam penilaian 

negara-negara yang dianggap tidak memenuhi standar minimum 

penanggulangan perdagangan manusia. Sebagai respons terhadap peringkat 

tersebut, pemerintah Thailand menetapkan isu TPPO sebagai agenda nasional 

dan melakukan berbagai reformasi kelembagaan untuk perbaikan penanganan 

kasus perdagangan orang. 

 Salah satu langkah konkret dalam reformasi tersebut adalah inisiatif 

RTP dalam pembentukan unit khusus yang menangani isu-isu eksploitasi 

terhadap kelompok rentan. Pada 1 Juli 2005, RTP mendirikan Child and 

Women Protection Division, yaitu satuan kerja yang bertugas melindungi 

anak-anak, perempuan, dan buruh dari pelanggaran hak asasi manusia baik di 

tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2008, divisi ini 

ditingkatkan menjadi Child, Juvenile, and Women Protection Center, dan pada 

tahun 2010 diperluas menjadi Child Woman Protection and Anti-Human 

Trafficking Center, mencerminkan fokus yang lebih tegas terhadap kejahatan 

perdagangan orang. 

 Sebagaimana dijelaskan oleh ASEANAPOL, RTP memiliki visi untuk 

mewujudkan masyarakat yang aman dan damai melalui sistem penegakan 

hukum yang profesional, transparan, dan berstandar internasional.40 Untuk itu, 

RTP terus memperkuat kapasitas kelembagaannya melalui modernisasi 

 
40 ASEANAPOL, “Royal Thai Police,” diakses 22 Juni 2025, 

http://www.aseanapol.org/information/royal-thai-police. 
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struktur, pelatihan personel, serta pengembangan unit-unit khusus yang 

menangani isu-isu kejahatan lintas negara dan kejahatan terorganisir, 

termasuk perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan narkoba, 

kejahatan siber, dan kejahatan ekonomi. 

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang 

 Menurut UNODC, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah 

hal sama tentang human trafficking atau perdangan manusia yaitu tentang 

suatu bentuk kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, 

pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara 

yang melanggar hak asasi manusia seperti ancaman, kekerasan, penipuan, 

penculikan, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi. 

Eksploitasi ini dapat berbentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, 

pengambilan organ tubuh, dan bentuk perlakuan buruk lainnya. TPPO 

menimbulkan dampak serius bagi korban baik secara fisik maupun psikologis 

serta mengancam keamanan dan stabilitas sosial di tingkat nasional maupun 

internasional.41 

 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang 

melibatkan pemanfaatan manusia untuk tujuan komersial. Praktik ini 

mencakup berbagai tindakan seperti merekrut, mengangkut, menampung, 

mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara yang 

melibatkan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau situasi rentan, penjeratan utang, 

 
41 UNODC, “UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED 

CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO UNITED NATIONS” (New York, 2004), www.unodc.org. 
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maupun pemberian bayaran atau keuntungan tertentu. Tujuannya adalah untuk 

mengeksploitasi korban, baik di dalam negeri maupun lintas negara.42 

 Secara hukum, TPPO dikategorikan sebagai transnational organized 

crime karena sifatnya yang melintasi yurisdiksi negara dan melibatkan aktor-

aktor lintas batas. Protokol Palermo tahun 2000, sebagai bagian dari United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC), 

menegaskan bahwa TPPO merupakan ancaman global yang memerlukan kerja 

sama internasional untuk pencegahan dan penindakannya. Dalam konteks 

Indonesia, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menjadi 

landasan hukum utama, meskipun implementasinya masih menghadapi 

tantangan, seperti kurangnya harmonisasi dengan instrumen perlindungan 

korban dan ketidakjelasan definisi anak jika dibandingkan dengan standar 

Protokol Palermo.43 

 Dari perspektif korban, TPPO menimbulkan dampak multidimensional, 

baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Korban sering kali mengalami 

trauma berat, stigmatisasi, dan kesulitan reintegrasi ke masyarakat. Oleh 

karena itu, perlindungan hukum bagi korban tidak hanya terbatas pada aspek 

penal, tetapi juga mencakup pemulihan melalui bantuan medis, psikososial, 

dan rehabilitasi. Prinsip equality before the law menuntut negara untuk 

 
42 Hukumonline.com, “Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Hukumonline.com, 

22 Januari 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-

perdagangan-orang-

lt61ebd6702c334/?page=1&_gl=1*12968kf*_up*MQ..*_ga*NDM1NjI5MzMuMTc0MjIzMDIxMw..*_g

a_XVDEV3KKL2*MTc0MjIzMDIxMy4xLjEuMTc0MjIzMDI2Mi4wLjAuMA.. 
43 Kadek Novi Darmayanti dkk., “TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN 

TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME,” Ganesha Law Review 4 (1 November 2022), 

https://m.liputan6.com/global/read/4015941/unodc-mayoritas-korban-perdangan-manusia-di-. 
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memastikan korban memperoleh akses keadilan, perlindungan dari ancaman, 

serta kompensasi yang memadai.44 

5. Warga Negara Indonesia 

 Warga Negara Indonesia, yaitu seseorang yang diakui secara hukum 

sebagai warga negara oleh Pemerintah Indonesia. Status WNI memberikan 

hak dan kewajiban tertentu, seperti hak untuk tinggal di Indonesia, 

mendapatkan perlindungan hukum, serta kewajiban untuk menaati peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Warga Negara Indonesia 

(WNI) adalah individu yang memperoleh status kewarganegaraan Indonesia 

melalui kelahiran, keturunan, atau proses naturalisasi. Mereka memiliki 

hubungan hukum dan sosial dengan Indonesia, yang mewajibkan mereka 

mematuhi peraturan yang berlaku serta berhak menerima perlindungan dari 

negara, baik di dalam maupun luar negeri.45 

 Menurut Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945, WNI dibedakan menjadi dua 

golongan, yaitu warga negara asli (pribumi) dan warga negara keturunan asing 

yang telah disahkan melalui proses naturalisasi. Warga negara asli mencakup 

suku-suku asli Indonesia seperti Jawa, Madura, Dayak, dan etnis lainnya yang 

secara turun-temurun telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sementara 

itu, warga negara keturunan asing, seperti Tionghoa, Arab, atau India, dapat 

memperoleh status WNI melalui proses hukum yang diatur dalam Undang-

Undang Kewarganegaraan.46 

 
44 Novi Darmayanti dkk. 
45 Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia” (Jakarta: Undang - Undang, 2006). 
46 Indonesia. 
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 Kewarganegaraan Indonesia tidak hanya dilihat dari aspek yuridis, 

tetapi juga dari aspek sosiologis. Secara yuridis, kewarganegaraan ditandai 

dengan adanya ikatan hukum antara individu dan negara, seperti akta 

kelahiran atau surat naturalisasi. Ikatan ini menimbulkan hak dan kewajiban 

timbal balik, seperti hak untuk memilih dan kewajiban membayar pajak. 

Secara sosiologis, kewarganegaraan mencerminkan ikatan emosional, seperti 

rasa persatuan, sejarah bersama, dan identitas kebangsaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa menjadi WNI tidak hanya sekadar status hukum, tetapi 

juga mencakup rasa memiliki dan keterikatan terhadap tanah air. 

 Proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU No. 

12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Beberapa kriteria untuk menjadi 

WNI antara lain kelahiran dari orang tua WNI, naturalisasi, atau status 

kewarganegaraan yang diberikan kepada anak yang ditemukan di wilayah 

Indonesia.47 Undang-undang ini juga mengatur tentang kehilangan 

kewarganegaraan, seperti memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela. 

  

 
47 Indonesia. 
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B. Landasan Konseptual 

 Dalam penelitian kualitatif, bagian tentang landasan konseptual memiliki 

fungsi sebagai kerangka berpikir untuk membantu peneliti dalam memahami serta 

menarik kesimpulan dari akar permasalahan yang akan dikaji dalam karya ilmiah. 

Cresswel menjelaskan bahwa konsep dalam penelitian kualitatif tidak hanya 

digunakan sebagai bahan untuk menguji hipotesis dalam penelitian kualitatif, 

akan tetapi juga menjadi pandangan yang dapat menafsirkan data dan temuan 

dalam penelitian.48 Pada penelitian ini penulis memberikan berberapa konsep 

dalam hubungan Internasional yang sesuai dengan penelitian penulis. 

1. Kerjasama Internasional (International Cooperation) 

 Menurut sebastian paulo, kerja sama internasional adalah mekanisme 

penting untuk menyelaraskan kepentingan nasional dan tujuan global. Paulo 

melihat kerja sama internasional tidak hanya sebagai kegiatan diplomatik, 

tetapi juga sebagai bagian dari aturan global yang mencakup berbagai aktor 

baik negara maupun non-negara yang bekerja sama untuk mendapatkan 

stabilitas keamanan, keadilan hukum, dan kesejahteraan.49 

 Paulo menjabarkan bahwa kerja sama internasional melibatkan empat 

dimensi kunci: 

a)  Penyediaan 

 Negara-negara dapat bekerja sama untuk menyediakan GPGs guna 

mengatasi masalah yang muncul akibat interdependensi global. Hal ini 

dapat disesuaikan dengan kerjasama antar negara untuk menyediakan 

 
48 Creswell John W dan Poth Cheryl N, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Approaches, 3 ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2013). 
49 Sebastian. Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview (Bonn: German 

Development Institute, 2014). 
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struktur jaringan data secara global untuk melawan kejahatan lintas 

negara. Kerja sama ini bertujuan membangun sistem hukum 

internasional, norma anti-kejahatan, serta mekanisme kerja lintas 

negara untuk mencegah, menyelidiki, dan menindak pelaku kejahatan 

lintas negara. 

b)  Dukungan 

 Dalam tahap ini, Kerja sama internasional dapat diarahkan untuk 

mendukung reformasi dalam sistem hukum domestik negara mitra, 

agar lebih responsif terhadap ancaman transnasional. Ini termasuk 

bantuan teknis, pelatihan penegak hukum, reformasi prosedur 

peradilan, serta penyesuaian hukum nasional agar sejalan dengan 

standar internasional. Dukungan juga meliputi pengembangan 

mekanisme berbagi data dan koordinasi lintas negara, sehingga 

penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan lebih efektif.  

c)  Aksesibilitas 

 Tidak semua negara memiliki kapasitas yang sama dalam 

memanfaatkan sistem global. Oleh karena itu, kerja sama internasional 

perlu memastikan bahwa negara berkembang atau berpenghasilan 

rendah mendapatkan akses yang adil terhadap instrumen global, baik 

dari sisi teknologi, informasi, maupun dukungan hukum. Contohnya 

dapat di gunakan sebagai Mekanisme mutual legal assistance (MLA) 

dan extradition treaties memungkinkan negara dengan sistem hukum 

yang kurang memadai untuk tetap mengakses keadilan transnational 

melalui bantuan negara yang dilakukan kerjasama. 
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d)  Pelestarian 

 Pelestarian GPGs seperti keamanan internasional dan stabilitas 

regional sangat bergantung pada kondisi internal negara. Kejahatan 

internasional seringkali tumbuh subur di negara-negara dengan 

lembaga penegak hukum yang lemah, korupsi tinggi, dan kurangnya 

pengawasan perbatasan. Oleh karena itu, kerja sama internasional 

perlu diarahkan untuk memperkuat institusi negeri misalnya 

kepolisian, peradilan, dan badan migrasi guna menjaga stabilitas 

dalam waktu jangka panjang yang telah ditentukan. 

 Dalam menganalisis dinamika kerja sama internasional, pendekatan 

tahapan kebijakan publik yang diuraikan oleh Sebastian Paulo memberikan 

kontribusi penting dalam memahami kompleksitas proses penyediaan Global 

Public Goods (GPGs). Dalam bukunya, Paulo menjabarkan kerja sama 

internasional sejelasnya dilihat sebagai sebuah proses kebijakan yang terdiri 

atas lima tahapan utama: perumusan masalah dan agenda-setting, negosiasi 

dan pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi.50 Empat tahapan ini 

tidak berlangsung linier, melainkan saling memengaruhi dan menghadirkan 

tantangan yang berbeda pada setiap levelnya. 

a) Perumusan masalah dan agenda 

 Tahap pertama dalam proses kerja sama internasional menurut 

Sebastian Paulo adalah perumusan masalah dan penetapan agenda 

(problem definition and agenda-setting). Pada tahap ini, suatu 

tantangan global harus terlebih dahulu diidentifikasi dan diakui 

 
50 Paulo, 17. 
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sebagai persoalan yang membutuhkan aksi kolektif lintas negara. 

Paulo menegaskan, bahwa tidak semua isu secara otomatis masuk 

dalam agenda global; sebagian muncul karena urgensinya yang tinggi 

dan menimbulkan krisis segera dilakukan tindakan, tetapi kebanyakan 

harus bersaing dengan isu-isu lain untuk mendapatkan perhatian 

internasional. 

 “For international cooperation or a GPG provision process to be 

initiated, a global challenge needs to be identified, defined as a 

problem requiring global action, and be put on the global agenda. ..... 

The agenda-setting stage is crucial for the provision of GPGs whose 

properties as ‘public’ or ‘global’ are not in every case naturally given, 

but socially constructed and subject to policy choices.”51 

 Hal tersebut menegaskan bahwa, suatu tantangan global hanya bisa 

mendorong terjadinya kerja sama antarnegara jika terlebih dahulu 

dikenali sebagai masalah bersama dan masuk ke dalam agenda aksi 

internasional. Artinya, agenda-setting menjadi tahap awal yang 

menentukan apakah negara-negara akan bertindak bersama. 

 Dalam hal kebijakan publik, penetapan agenda berarti proses 

memindahkan suatu masalah dari tahap “di-isukan saja” menjadi 

masalah yang secara resmi akan ditindaklanjuti oleh pemerintah atau 

lembaga internasional. Masalah bisa muncul dari dua arah. Pertama, 

bisa datang dari dalam kalangan pembuat kebijakan misalnya pejabat 

negara atau institusi negara tanpa harus banyak diketahui publik. 

 
51 Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview. 
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Kedua, bisa juga muncul dari luar, seperti tekanan masyarakat, aktivis, 

atau organisasi internasional yang mengangkat isu tersebut secara 

terbuka, bahkan hingga dibahas oleh para pemimpin dunia suatu 

tingkatan pertemuan.52 Dengan demikian, agenda-setting merupakan 

tahapan kunci yang menentukan apakah suatu masalah akan 

memperoleh kerjasama internasional dan mendorong terbentuknya 

realiasi kerjasama. 

b) Negosiasi dan pengambilan keputusan 

 Tahap kedua dalam proses kerja sama internasional adalah 

negosiasi dan pengambilan keputusan. Pada tahap ini, negara-negara 

atau aktor yang terlibat harus menyepakati langkah apa yang akan 

diambil bersama. Proses ini tidak selalu berlangsung dengan cara 

formal seperti pemungutan suara atau adu pendapat secara terbuka.53 

Sebaliknya, banyak keputusan justru dihasilkan melalui kesepakatan 

informal dan pencarian konsensus di antara berbagai pihak. 

 “Decisions made through international cooperation can have 

different quality. The main decision-making output is the creation of 

hard law through intergovernmental treaty-making. ...... Other 

governance mechanisms produce soft law ..... which sometimes have a 

strong capacity of self-enforcement. ..... Hard and soft law can be 

closely interrelated in practice, e.g. with soft law being the 

preparatory step for hard law.”54 

 
52 Paulo, 18. 
53 Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview. 19 
54 Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview. 19 
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 Hasil dari proses ini bisa berupa "hard law" atau hukum keras—

yakni perjanjian resmi dan mengikat secara hukum antarnegara, 

seperti traktat. Namun, karena sulit dicapai dan rawan kebuntuan, 

banyak kerja sama internasional juga menghasilkan "soft law" 

kesepakatan yang tidak mengikat secara hukum, tapi tetap diikuti 

karena memiliki nilai moral, teknis, atau praktis (contoh: standar ISO, 

protokol internet). Dalam beberapa bidang, soft law justru lebih efektif 

karena sifatnya yang fleksibel dan mudah beradaptasi, terutama jika 

persoalan sangat teknis dan berubah cepat. 

 Paulo juga menekankan bahwa hard law dan soft law bukan dua 

hal yang sepenuhnya terpisah, melainkan terletak dalam satu 

spektrum. Dalam praktiknya, soft law sering kali menjadi langkah 

awal menuju pembuatan hard law di kemudian hari. Oleh karena itu, 

kualitas keputusan dalam kerja sama internasional tidak hanya 

ditentukan oleh kekuatan hukumnya, tetapi juga oleh sejauh mana 

keputusan itu dapat diterima, dijalankan, dan disesuaikan oleh 

berbagai pihak. 

c) Implementasi 

 Tahap implementasi dalam kerja sama internasional menurut 

Sebastian Paulo merujuk pada upaya konkrit dalam menjalankan 

keputusan yang telah disepakati bersama. Implementasi ini tidak 

bersifat tunggal, melainkan mencakup beberapa bentuk aktivitas, 

seperti: pengambilan keputusan lanjutan untuk merinci kerangka kerja 

sama, alokasi sumber daya (termasuk pembiayaan dan personel), serta 
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koordinasi lintas aktor negara dalam pelaksanaan di lapangan. Paulo 

menekankan bahwa level implementasi utama justru berada di tingkat 

domestik, di mana perjanjian atau komitmen internasional dijalankan 

oleh lembaga nasional atau lokal.55 

 Menurut paulo, kerjasama internasional sering kali diwujudkan 

dalam bentuk yang disebut “behind-the-border cooperation”, yakni 

ketika perjanjian internasional ditransformasikan ke dalam hukum 

nasional dan dilaksanakan oleh birokrasi dalam negeri masing-masing 

negara. Bentuk implementasi yang dilakukan bersama oleh lebih dari 

satu aktor internasional, atau disebut “beyond-the-border 

cooperation”, relatif jarang dan biasanya terbatas pada kerja sama 

yang sangat spesifik atau bersifat multilateral. 

 Sebagaimana yang dijelaskan oleh Paulo, “The main location for 

the implementation is the domestic level; truly global or international 

implementation is the exception and specific to certain areas of 

cooperation. ...... ‘Beyond the border cooperation’, ..... 

implementation which is performed jointly by more than one 

international actor, represents a relatively small share of international 

cooperation activities”56 

 Kutipan diatas dijelaskan bahwa, implementasi kerja sama 

internasional dilakukan secara nasional oleh masing-masing negara, 

bukan secara bersama-sama dalam satu sistem global. Artinya, 

meskipun suatu perjanjian atau kerja sama disepakati di tingkat 

 
55 Paulo. International cooperation and development : a conceptual overview. 19 
56 Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview. 19 
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internasional, pelaksanaannya biasanya tetap dijalankan melalui 

lembaga-lembaga negara masing-masing dan sesuai hukum nasional 

mereka. 

d) Evaluasi 

 Tahap akhir dalam proses kerja sama internasional menurut 

Sebastian Paulo adalah pemantauan kepatuhan dan evaluasi. Tahapan 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa para aktor internasional benar-

benar menjalankan komitmen yang telah disepakati sebelumnya.57 

Dalam dunia internasional atau global, ketidakadaan lembaga penegak 

hukum setiap neagra sering kali menimbulkan pandangan pesimistis 

terhadap efektivitas kepatuhan. Namun, perkembangan pasca-Perang 

Dingin menunjukkan munculnya mekanisme hukum internasional dan 

lembaga penyelesaian sengketa yang semakin beragam, mulai dari 

pengadilan antarnegara hingga sistem arbitrase transnasional.58 

 Paulo menjelaskan bahwa, kepatuhan bukan hanya persoalan 

penegakan hukum (enforcement), tetapi juga menyangkut aspek aturan 

seperti misalnya kurangnya kapasitas atau ambiguitas aturan yang 

menyebabkan pelanggaran tanpa niat sengaja. Kepatuhan bisa dilihat 

dari dua pendekatan yaitu (1) legal Input-oriented menjelaskan apakah 

aktor menjalankan apa yang telah disepakati secara hukum; (2) policy 

(output-oriented) apakah kerja sama benar-benar menghasilkan 

dampak atau hasil yang diinginkan.59  

 
57 Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview. 20 
58 Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview. 20 
59 Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview. 20 
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 Sebagaimana dikutip dari Paulo “Compliance problems often do 

not reflect a deliberate decision to violate an international undertaking 

..... Instead, international cooperation needs to address sources of 

noncompliance, such as ambiguity and lack of capacity.”60 

 Hal ini menjelaskan, keberhasilan kerja sama internasional sangat 

ditentukan oleh sejauh mana hasil evaluasi ini mampu memberikan 

respon terhadap proses kebijakan, mendorong peningkatan kinerja, 

dan memperkuat akuntabilitas antar aktor global. Evaluasi bukan 

hanya penilaian akhir, melainkan mekanisme antar negara yang 

menyempurnakan siklus kerja sama internasional secara 

berkelanjutan. 

2. Kejahatan lintas Negara (Transnational Crime) 

 Kejahatan lintas negara (Transnational Crime) merupakan jenis 

tindakan kejahatan dan pelaku kejahatan yang memperlihatkan lebih dari satu 

negara. Aktivitas kejahatan lintas negara dilakukan oleh individu atau 

kelompok yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, pengaruh, serta 

keuntungan finansial atau komersial, baik secara penuh maupun sebagian, 

melalui cara-cara ilegal.61 

 Penjelasan mengenai konsep dari kejahatan lintas negara yang 

dijabarkan oleh Phil Williams seorang profesor dan ahli keamanan 

internasional, khususnya di bidang kejahatan terorganisir, terorisme, dan 

kejahatan transnasional dalam bukunya yang berjudul “Combating 

 
60 Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview. 20 
61 United Nations Office on Drugs and Crime, “Transnational Organized Crime in Southeast Asia: 

Evolution, Growth and Impact,” 2019. 
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Transnational Crime: Concepts, Activities and Responses”62 menuturkan 

bahwa kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara jika:  

a) Dilakukan lebih dari satu negara 

 Kejahatan lintas negara terjadi ketika suatu tindakan kriminal 

tidak hanya berpusat di satu negara, tetapi memiliki hubungan dengan 

beberapa negara, baik dari segi pelaksanaan maupun dampaknya 

terhadap masyarakat dan hukum di berbagai wilayah. 

b) Perencanaan, Pengarahan dan persiapan tindak kejahatan 

dilakukan di negara lain 

 Sering kali, pelaku kejahatan lintas negara memanfaatkan 

perbedaan regulasi antarnegara untuk mengkoordinasikan dan 

mengarahkan tindakan kriminal mereka dari luar negara tempat 

kejahatan tersebut terjadi, sehingga memperumit proses investigasi 

dan penegakan hukum. 

c) Memperlihatkan organisasi kejahatan lintas negara di lebih dari 

satu negara 

 Kejahatan transnasional biasanya melibatkan jaringan kriminal 

yang memiliki sistem organisasi kuat dan beroperasi di berbagai 

negara. Struktur ini memungkinkan mereka untuk menjalankan 

aktivitas ilegal secara lebih terkoordinasi dan menghindari deteksi 

oleh aparat penegak hukum. 

d) Berdampak serius pada negara lain 

 
62 Williams Phil, Combating Transnational Crime, ed. oleh Dimitri Vlassis dan Phil Williams, 1 ed. 

(London: Routledge, 2001), https://doi.org/10.4324/9780203045572. 
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 Kejahatan yang melintasi batas negara seringkali menyebabkan 

dampak luas, tidak hanya bagi negara tempat kejadian berlangsung, 

tetapi juga terhadap negara lain yang terkena imbasnya. 

Konsekuensinya dapat berupa gangguan ekonomi, sosial, atau bahkan 

politik yang mengancam stabilitas nasional dan internasional. 

 Didalam buku tersebut juga menjelaskan konsep dasar tentang 

kejahatan lintas negara,63 Phil menjelaskan aktivitas tindak kriminal 

dikategorikan sebagai kejahatan transnasional jika melibatkan salah satu dari: 

a) Pelaku (Perpetrators) 

Individu atau kelompok yang berpindah lintas negara untuk 

melakukan kejahatan atau menghindari penegakan hukum. 

b) Produk (Products) 

Barang ilegal seperti narkoba, senjata, atau benda seni yang 

diselundupkan ke negara lain. 

c) Orang (People) 

Migran ilegal atau korban perdagangan manusia yang dipindahkan 

secara paksa melintasi perbatasan. 

d) Hasil Kejahatan (Proceeds) 

Uang hasil kejahatan yang dipindahkan ke berbagai negara untuk 

menghindari deteksi dan penyitaan. 

e) Sinyal Digital (Digital Signals) 

 
63 Williams Phil, “Organizing Transnational Crime: Networks, Markets and Hierarchies,” dalam 

Combating Transnational Crime Concepts, Activities and Responses, 1 ed. (London: Routledge, 2001), 

69–70. 
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Kejahatan berbasis dunia maya seperti penyebaran pornografi anak 

atau serangan siber yang melibatkan perpindahan informasi lintas 

negara. 

 Pada konsep kejahatan lintas negara, persatuan bangsa-bangsa (PBB) 

menjelaskan bahwa kejahatan lintas negara didefinisikan sebagai tindak 

pidana yang dalam prosesnya baik dalam tahap awal (inception), pencegahan 

(prevention), atau dampaknya (direct or indirect effects) melibatkan lebih dari 

satu negara.64 

C. Kerangka Konseptual 

 

 Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan 

hubungan antara situasi di Myanmar, bentuk kejahatan perdagangan orang, dan 

 
64 UN Office on Drugs and Crime, “Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups 

in sixteen countries” (Vienna, 2002). 
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respons kerja sama bilateral antara Polri dan Royal Thai Police (RTP) dalam 

menangani TPPO terhadap WNI. Kerangka ini menghubungkan faktor penyebab, 

jenis kejahatan, instrumen kerja sama, dasar teoretis, hingga implementasi 

kerjasama. Kondisi politik Myanmar yang tidak stabil dan lemahnya perlindungan 

hukum telah menjadikannya wilayah sumber dan transit perdagangan manusia. 

WNI menjadi korban setelah direkrut dengan janji kerja, lalu dieksploitasi di 

perbatasan Myanmar dan Thailand. Dalam konteks ini, kerja sama internasional 

menjadi kebutuhan mendesak dan strategis. Kerja sama antara Polri dan Royal 

Thai Police (RTP) dalam menangani TPPO terhadap WNI merupakan bentuk 

konkret dari respons dua negara terhadap permasalahan bersama. Untuk 

memahami proses tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kerjasma 

internasional dari Sebastian Paulo, yang memandang kerja sama internasional 

sebagai proses kebijakan bertahap: dimulai dari perumusan masalah dan agenda 

global, dilanjutkan ke tahap negosiasi dan pengambilan keputusan, pelaksanaan 

kerja sama, hingga pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan. 

 Fokus utama penelitian ini adalah implementasi kerja sama tersebut, 

termasuk bentuk hasil dan efektivitasnya dalam penanganan TPPO terhadap WNI. 

Dengan kerangka ini, penelitian menganalisis keterkaitan antara kondisi di 

lapangan dan kerja sama antar negara yang muncul sebagai bentuk respons 

penegakan hukum lintas negara. Dengan demikian, kerangka konseptual ini 

memberikan pemikiran teoritis dan logis untuk memahami serta menganalisis 

hubungan antara kondisi faktual di lapangan dengan proses dan dinamika kerja 

sama bilateral yang terbentuk sebagai respons atasnya. 
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D. Argumentasi Utama 

 Berdasarkan narasi yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, aktifitas 

perdagangan manusia di negara Myanmar kian meningkat pada tahun 2023 – 2024 

setelah pandemi covid-19. Perdagangan orang di Myanmar menargetkan para 

pekerja ilegal dari warga negara luar negeri termasuk Warga Negara Indonesia 

yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang tertipu oleh 

lowongan kerja palsu. Akibat dari meningkatnya kasus ini, Kepolisian Republik 

Indonesia melakukan kerjasama dengan Royal Thai Police guna mencegah dan 

menindaklanjuti permasalahan ini yang termasuk kategori Transnational Crime. 

Dari, kerjasama Internasional tersebut memunculkan nota kesepahamanan antara 

Kepolisian Republik Indonesia dan Royal Thai Police untuk melawan kejahatan 

lintas negara. Kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini digunakan sebagai 

kerangka kerjasama internasional yang mengatur koordinasi operasional, 

pertukaran informasi, hingga perlindungan korban. Implementasi dari kerja sama 

ini menunjukkan bahwa konsep kerja sama internasional tidak hanya bersifat 

teoritis, tetapi dapat digunakan sebagai instrumen nyata dalam menangani 

kejahatan transnasional secara terstruktur dan terukur.  



52 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Masalah Penelitian 

 Pada bagian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yang dimana menurut Mulyani dalam bukunya menjelaskan 

bahwa metode yang akan digunakan menggambarkan suatu fenomena secara 

mendalam secara faktual. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan 

realitas sebagaimana adanya, dengan menafsirkan makna dari berbagai 

pengalaman, interaksi sosial, atau peristiwa yang diamati.65 

 Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan suatu masalah, populasi, situasi, atau fenomena secara 

akurat dan sistematis. Pendekatan ini berfokus pada menjawab pertanyaan seperti 

apa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi tanpa mencari 

hubungan sebab akibat. Berbeda dengan penelitian eksperimental, penelitian ini 

tidak melibatkan manipulasi variabel, melainkan mengamati dan 

menginterpretasikan data sebagaimana adanya untuk memahami fenomena secara 

lebih mendalam.66 

B. Unit dan Perangkat Analisis 

 Pada bagian unit analisis, peneliti berfokus pada peran pemerintah 

Indonesia sebagai aktor negara yang melakukan upaya dalam menanggulangi 

kasus tindak pidana perdagangan manusia bagi warga negara Indonesia di negara 

 
65 Mulyani Sri Rochani, Metodelogi Penelitian (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021). 
66 Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, dan Sri Jumiyati, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF 

(Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), www.globaleksekutifteknologi.co.id. 
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Myanmar. Maka, unit analisisnya adalah negara Indonesia. Dalam memahami 

proses penelitian, diperlukan tingkat analisis untuk menyederhanakan fenomena 

yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih ringkas dan mudah dipahami. 

Pengklasifikasian variabel membantu membuat analisis lebih terperinci. Menurut 

John T. Rourke dalam bukunya “International Politics on the World Stage” tingkat 

analisis dalam hubungan internasional dibagi menjadi tiga hal,67 yaitu: 

1. Individual level analysis 

 Pada level ini memperlihatkan peran individu dalam hubungan 

internasional, terutama pemimpin negara, diplomat, dan tokoh berpengaruh 

lainnya. Keputusan-keputusan besar dalam politik global seringkali 

dipengaruhi oleh karakter, keyakinan, persepsi, dan kepribadian individu yang 

berkuasa. 

2. State level analysis 

 Pada level ini, perhatian tertuju pada faktor dalam negeri yang 

mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor-faktor seperti 

sistem pemerintahan, ideologi politik, kepentingan ekonomi, tekanan dari 

kelompok kepentingan, serta dinamika sosial dan budaya turut membentuk 

bagaimana suatu negara berinteraksi di kancah internasional. 

3. System level analysis 

 Pada level ini, analisis berfokus pada dinamika global yang 

mempengaruhi perilaku negara-negara dalam sistem internasional. Sistem 

internasional seringkali dikarakterisasi oleh distribusi kekuasaan, 

 
67 John Rourke, International politics on the world stage, 12 ed. (New York, NY: McGraw-Hill 

Professional, 2008). 
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keseimbangan kekuatan (balance of power), institusi global seperti PBB, serta 

norma dan hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara. 

 Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka tingkat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah state level analysis. Hal ini disebabkan karena fokus 

penelitian berada pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh aktor negara 

yaitu Kepolisian Republik Indonesia sebagai perpanjangan tangan negara dalam 

merespons kejahatan lintas batas. Penelitian ini mengkaji bagaimana Polri sebagai 

representasi dari negara Indonesia menjalankan kerja sama formal dengan RTP 

melalui kesepakatan bilateral dan mekanisme pelaksanaan kerja bersama, 

termasuk dalam hal pertukaran informasi, operasi penyelamatan, dan pemulangan 

WNI korban perdagangan orang. 

 Dengan menggunakan state level analysis, penelitian ini menitikberatkan 

pada bagaimana kebijakan, struktur kelembagaan, serta dinamika diplomasi 

sektor keamanan antar negara memengaruhi implementasi kerja sama bilateral. 

Melalui analisis ini, peneliti dapat mengeksplorasi faktor-faktor internal dan 

kebijakan institusional yang memengaruhi keberhasilan kerja sama dalam 

merespons persoalan TPPO sebagai bagian dari kejahatan transnasional yang 

mengancam keamanan warga negara dan stabilitas kawasan. 

C. Situasi Sosial, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Situasi Sosial 

 Pada wilayah Asia Tenggara, tingginya kasus perdagangan manusia 

merupakan kasus yang semakin merambah di wilayah tersebut. Menurut 

laporan UNODC pada tahun 2024 terdapat peningkatan signifikan dalam 

kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. lebih dari 1000 kasus 
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pengadilan yang telah diputuskan antara tahun 2012 hingga 2024 untuk para 

korban dan pelakunya. Laporan tersebut menyoroti bahwa sindikat kriminal 

semakin canggih dalam operasinya, memanfaatkan teknologi dan korupsi 

untuk memfasilitasi kejahatan mereka.68 

 Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di Asia 

Tenggara, menghadapi tantangan serius terkait perdagangan manusia. Banyak 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban TPPO, baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri. Mereka sering kali dijanjikan pekerjaan dengan 

gaji tinggi, namun pada kenyataannya, mereka dieksploitasi dalam kondisi 

kerja yang tidak manusiawi, tanpa upah yang layak, dan sering mengalami 

kekerasan fisik maupun psikologis. 

 Myanmar menjadi salah satu pusat perdagangan manusia di Asia 

Tenggara, terutama setelah krisis pandemi dan konflik militer tahun 2023. 

Konflik internal yang terjadi di negaranya, in-stabilitas pemerintahan, serta 

lemahnya sistem hukum menjadikan negara ini sebagai lokasi utama bagi 

sindikat TPPO. Banyak korban yang dibawa ke Myanmar dengan janji 

pekerjaan, tetapi kemudian dipaksa bekerja di pusat penipuan daring (scam 

center), industri perikanan ilegal, hingga prostitusi paksa. 

 Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya 

untuk menangani kasus perdagangan manusia yang menimpa warganya yang 

berada di negara Myanmar. Melalui kerja sama regional, Indonesia terus 

memperkuat koordinasi dengan negara-negara ASEAN dalam memberantas 

perdagangan manusia. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban juga menjadi 

 
68 United Nations Office on Drugs and Crime, “Global Report on Trafficking in Persons 2024.” 
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prioritas, dengan adanya layanan pemulangan, rehabilitasi, serta program 

reintegrasi sosial yang bertujuan untuk membantu korban agar dapat kembali 

ke masyarakat secara aman. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, 

tantangan dalam implementasi, seperti minimnya akses korban terhadap 

perlindungan hukum dan lemahnya koordinasi lintas negara, masih menjadi 

hambatan utama yang perlu segera diatasi. 

2. Sampel 

 Sampel pada penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri), Royal Thai Police (RTP), serta warga negara Indonesia 

(WNI) yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di 

wilayah Myanmar dan kawasan perbatasan Thailand. Pemilihan sampel ini 

didasarkan pada peran kunci yang dimiliki oleh masing-masing aktor dalam 

konteks kejahatan lintas negara dan kerja sama internasional. 

 Polri dan RTP dipilih sebagai sampel karena keduanya merupakan 

institusi negara yang terlibat langsung dalam proses implementasi kerja sama 

bilateral yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) untuk 

penanggulangan kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang. 

Keduanya tidak hanya merepresentasikan kepentingan nasional masing-

masing negara, tetapi juga memainkan peran strategis dalam merespons 

dinamika keamanan kawasan melalui tindakan operasional seperti 

penyelamatan korban, pertukaran informasi intelijen, dan repatriasi WNI yang 

menjadi korban TPPO. 

 Sementara itu, WNI yang menjadi korban TPPO menjadi bagian 

penting dari sampel karena merekalah subjek utama yang terdampak secara 
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langsung oleh kejahatan ini. Keberadaan mereka mencerminkan dampak dari 

lemahnya pengawasan migrasi, praktik perekrutan ilegal, serta eksistensi 

jaringan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan celah keamanan dan 

hukum antarwilayah. Dengan memasukkan WNI sebagai bagian dari sampel, 

peneliti dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi 

perlindungan warga negara dan kebutuhan akan kerja sama internasional yang 

lebih responsif dan berorientasi pada hak asasi manusia. 

 Melalui ketiga sampel tersebut, penelitian ini memberikan paparan 

yang menyeluruh tentang bagaimana praktik perdagangan orang terjadi lintas 

batas, bagaimana negara-negara yang terlibat meresponsnya melalui kerja 

sama institusional, dan bagaimana kerja sama tersebut berkontribusi pada 

upaya perlindungan serta penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional 

yang menjadikan WNI sebagai korbannya. 

3. Teknik Sampling 

 Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang dilakukan secara 

sengaja berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian.69 Teknik ini 

digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan, sehingga 

hanya dokumen dan data sekunder yang secara langsung berkaitan dengan 

kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani TPPO bagi WNI di negara 

Myanmar yang akan dianalisis. 

 

 
69 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2013). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam sebuah 

penelitian karena bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan faktual 

sebagai dasar analisis. Oleh karena itu, pemilihan teknik yang tepat menjadi 

penting agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode dokumentasi sebagai satu-satunya teknik pengumpulan 

data.70 

 Metode dokumentasi adalah salah satu teknik dalam penelitian kualitatif 

yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui analisis terhadap dokumen-

dokumen tertulis dan materi arsip lain yang relevan dengan topik penelitian. 

Metode ini sangat sesuai digunakan ketika objek penelitian melibatkan lembaga 

atau institusi resmi yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen administratif, 

perjanjian, laporan kegiatan, hingga produk hukum yang berkaitan dengan isu 

yang dikaji.71 

 Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai 

dokumen resmi kerja sama antara Polri dan Royal Thai Police (RTP), seperti Nota 

Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada tahun 2023 tentang Coorperation 

in Preventing and Combating Transnational Crime, laporan media internasional 

maupun lokal seperti VoA dan Kompas.com tentang repatriasi WNI korban TPPO, 

serta pernyataan resmi dari lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Luar 

Negeri RI, Kedutaan Besar RI di Bangkok, dan forum regional seperti 

 
70 Sugiyono. 
71 Rita Fiantika, Wasil, dan Jumiyati, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. 
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ASEANAPOL. Selain itu, peneliti juga menelaah literatur akademik, serta laporan 

organisasi internasional yang berkaitan dengan penanggulangan perdagangan 

orang. Melalui pendekatan dokumentasi ini, peneliti dapat menelusuri dan 

menganalisis bentuk, proses, dan dinamika kerja sama internasional antara 

Indonesia dan Thailand dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Teknik ini 

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif dan 

interpretatif, guna mendukung kajian teoritis serta mendalamkan analisis terhadap 

implementasi kerja sama bilateral dalam isu TPPO terhadap WNI di wilayah 

Myanmar. 

E. Teknik Analisis Data 

 Dalam bagian ini, penulis melakukan teknik analisis data sesuai dengan 

pedoman dari Miles dan Huberman yang dimana menjelaskan bahwa ada tiga 

tahapan penelitian yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/ verifikasi.72 

 Pada tahapan reduksi penulis melakukan penyederhanaan data yang sesuai 

agar memiliki informasi yang diinginkan agar dapat dikategorisasikan beberapa 

bagian menjadi data yang penting, kurang penting dan tidak penting. Selanjutnya 

pada bagian penyajian data penulis memberikan tampilan dari data yang telah 

direduksi sebelumnya yang dapat berupa gambar, grafik, ataupun tulisan dan kata 

kata dengan tujuan agar mempermudah penulis dalam mempresentasikan hasil 

yang diteliti mudah dipahami oleh orang lain. Pada bagian akhir penulis 

melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disusun secara menyeluruh 

 
72 Huberman Michael dan Miles Matthew, Qualitative data analysis, ed. oleh Rebecca Holland, 2 ed. 

(Thousand Oaks: Sage Publications, 1994). 
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menggunakan teknik tertentu untuk mempermudah penyimpulan dari hasil 

penelitian penulis. 

F. Teknik Validasi Data 

 Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi data sebagai metode validasi. Triangulasi 

data merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengonfirmasi serta 

memverifikasi informasi dari berbagai sumber, sehingga temuan penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak bias. 

 Meskipun penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik 

utama pengumpulan data, namun proses triangulasi dilakukan dengan 

membandingkan dan mengkaji ulang berbagai dokumen dari sumber resmi yang 

berbeda, baik dari institusi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Thailand. 

Pertama, dokumen utama seperti Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan 

Royal Thai Police tahun 2023 akan dikaji dan dibandingkan dengan laporan 

kegiatan atau pernyataan resmi dari Kedutaan Besar RI di Bangkok, Kementerian 

Luar Negeri RI, serta Kepolisian Thailand terkait penanganan kasus TPPO 

terhadap WNI di Myanmar. 

 Kedua, data dari dokumen-dokumen tersebut akan disandingkan dengan 

pemberitaan media nasional maupun internasional, serta catatan dari forum kerja 

sama kawasan seperti ASEANAPOL, guna memastikan konsistensi narasi antara 

dokumen formal dengan kenyataan lapangan. 

 Ketiga, peneliti juga melakukan validasi dengan cara membandingkan 

temuan dalam dokumen kerja sama bilateral dengan studi kasus konkret 

penyelamatan dan repatriasi WNI korban TPPO yang terjadi sepanjang tahun 
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2023–2024. Dengan mengaitkan ketentuan kerja sama dalam dokumen MoU 

dengan hasil-hasil tindakan di lapangan, seperti jumlah korban yang berhasil 

dipulangkan, bentuk kerja sama operasional yang dijalankan, dan respon timbal 

balik antar institusi, peneliti dapat menilai sejauh mana isi dokumen 

diimplementasikan secara faktual. 

 Pemilihan dokumen yang relevan dan representatif menjadi faktor utama 

dalam memastikan validitas data. Oleh karena itu, peneliti hanya menggunakan 

dokumen dari sumber yang kredibel, resmi, dan dapat diverifikasi secara publik. 

Dengan menerapkan triangulasi dokumen dan sumber, penelitian ini diharapkan 

mampu menghasilkan analisis yang holistik, akurat, dan mendalam mengenai 

implementasi kerja sama internasional antara Polri dan Royal Thai Police dalam 

menanggulangi TPPO terhadap WNI di Myanmar. 
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BAB IV  

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi dan Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Warga 

Negara Indonesia di Myanmar 

 Fenomena perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara menunjukkan 

karakteristik kejahatan transnasional yang kompleks, bersifat sistemik, dan 

berakar dari ketimpangan sosial dan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta 

instabilitas politik di beberapa negara. Wilayah ini, yang memiliki perbatasan 

darat dan laut yang luas serta rentan terhadap pengawasan, telah menjadi kawasan 

rawan bagi migrasi tenaga kerja ilegal dan eksploitasi manusia. Negara-negara 

seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Kamboja seringkali menjadi negara asal 

korban, sementara Malaysia dan Singapura berperan sebagai negara tujuan. 

Myanmar, di sisi lain, memainkan peran yang ambigu sebagai negara transit dan 

negara tujuan, terutama setelah meningkatnya instabilitas pascakudeta militer 

tahun 2021.73 

 Myanmar telah lama menjadi salah satu episentrum perdagangan manusia 

di Asia Tenggara, dengan jaringan kriminal yang memanfaatkan ketidakstabilan 

politik, konflik bersenjata, dan lemahnya penegakan hukum. Situasi ini semakin 

memburuk pasca-kudeta militer pada 1 Februari 2021, yang menggulingkan 

pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi dan memicu krisis kemanusiaan 

dari berbagai dimensi. Konflik internal antara junta militer (Tatmadaw) dengan 

kelompok oposisi, termasuk People’s Defense Forces (PDF) dan etnis bersenjata, 

telah menciptakan kondisi yang memfasilitasi eksploitasi manusia, terutama 

 
73 United States of America, “Trafficking in Persons Report 2024,” 2024. 
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terhadap kelompok rentan seperti pengungsi, minoritas etnis (Rohingya, Karen, 

Shan), dan masyarakat miskin perkotaan.74 

 

Gambar 4. 1 Lokasi Golden Triangle 

Sumber: VOA. https://www.voanews.com/a/asian-crime-lords-target-

golden-triangle-as-they-devise-new-markets/7678109.html 

 Salah satu elemen krusial yang memperburuk kondisi ini adalah 

keberadaan kawasan Golden Triangle, yakni perbatasan antara Myanmar, 

Thailand, dan Laos, yang secara historis dikenal sebagai pusat perdagangan 

opium, namun kini juga menjadi pusat kegiatan kriminal digital dan TPPO. 

Wilayah ini merupakan zona abu-abu hukum yang dihuni oleh berbagai kelompok 

bersenjata non-negara dan sindikat kriminal transnasional. Mereka memanfaatkan 

ketiadaan kontrol efektif dari negara untuk menjalankan berbagai aktivitas ilegal, 

seperti penipuan daring, perjudian digital, dan eksploitasi manusia secara 

sistematis.75 

  

 
74 United Nations Office on Drugs and Crime, “Global Report on Trafficking in Persons 2024.” 
75 Vijitra Duangdee, “Asian crime lords target Golden Triangle as they devise new markets,” VOA, 29 

Juni 2024, https://www.voanews.com/a/asian-crime-lords-target-golden-triangle-as-they-devise-new-

markets/7678109.html. 
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 Perjudian di Myanmar terkenal berkembang sangat pesat di Asia Tenggara. 

Judi online di negara Myanmar menjadi lebih besar ketika terjadi Covid-19 yang 

menyebabkan tidak adanya aktifitas secara luring. Para pegiat judi dan pengelola 

judi luring seperti tempat kasino yang memberikan bermacam-macam permainan 

dalam sektor perjudian mengalami kerugian yang signifikan, akibat adanya 

pelarangan aktifitas secara luring mengakibatkan perjudian dinegara Myanmar 

ditutup. Mereka melihat kesempatan untuk menjalankan aktifitas judi secara 

online. Kemudahan akses akibat pandemi covid-19 dan kondisi politik negara 

Myanmar yang tidak stabil, membuat aktifitas ilegal ini meraup keuntungan yang 

signifkan sepanjang tahun 2021 saat ini.76 

 

Gambar 4. 2 Praktik judi online di Myanmar 

Sumber: VoA 

 Instabilitas politik di Myanmar pasca-kudeta militer telah memperburuk 

situasi. Wilayah-wilayah seperti Myawaddy tidak lagi berada dalam kendali 

efektif pemerintah pusat, sehingga menjadi basis operasi berbagai sindikat 

kejahatan seperti penjualan narkoba, penyelundupan senjata ilegal dan 

 
76 Iwan Santosa, “Kenapa Penipuan dan Judi Online Berkembang di Asia Tenggara?,” kompas.id, 21 

Februari 2025, https://www.kompas.id/artikel/kenapa-penipuan-daring-dan-judi-daring-berkembang-di-

asia-tenggara. 
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perdagangan manusia. Kondisi ini menjadikan Myanmar sebagai negara yang 

“nyaman” bagi operasi TPPO, karena pengawasan minimal dan persekongkolan 

antara otoritas lokal dengan kelompok kriminal.77 Indonesia sendiri tidak 

memiliki perjanjian bilateral perlindungan tenaga kerja dengan Myanmar, 

sehingga warga negaranya yang masuk secara tidak resmi atau melalui agen 

perekrutan ilegal menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi.78 

 Modus yang digunakan sindikat TPPO dalam kasus Myanmar umumnya 

berbentuk penipuan rekrutmen kerja. Warga Indonesia dijanjikan pekerjaan 

bergaji tinggi di sektor teknologi atau perhotelan, terutama melalui media sosial 

atau aplikasi perpesanan. Setelah sampai di Thailand, mereka diselundupkan ke 

Myanmar dan dipaksa bekerja di "pusat penipuan daring" (online scam centers). 

Di tempat ini, mereka mengalami penyekapan, kekerasan, dan dipaksa melakukan 

penipuan terhadap warga negara lain. Beberapa korban bahkan dipaksa merekrut 

korban baru sebagai syarat pembebasan mereka, menjadikan praktik ini 

menyerupai skema piramida dengan elemen perbudakan modern.79 

 Sebagian besar korban direkrut melalui media sosial dengan tawaran 

pekerjaan menarik di luar negeri, khususnya di bidang teknologi atau customer 

service. Tawaran tersebut mengiming-imingi gaji tinggi dan fasilitas kerja yang 

layak. Namun setelah tiba di Myanmar, para korban justru dipaksa bekerja dalam 

kegiatan ilegal seperti operator judi online dan scammer online, yaitu penipuan 

 
77 Iwan Santosa, “Kisah Sedih Ratusan WNI Jatuh ke Perangkap Sindikat Perdagangan Manusia di 

Myanmar,” Kompas.id, 18 Maret 2025, https://www.kompas.id/artikel/jalan-panjang-wni-korban-

perdagangan-manusia-di-myanmar. 
78 Ad’ha. Dilsa, “Pemerintah Larang WNI Kerja di Myanmar & Kamboja, Ternyata Ini Penyebabnya,” 

Satu Persen, 15 April 2025, https://satupersen.net/blog/pemerintah-larang-wni-kerja-di-myanmar-

kamboja-ternyata-ini-penyebabnya. 
79 Amelia Putri dan Handoyo Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Yang Menjadi 

Korban Perdagangan Manusia di Luar Negeri,” Media Hukum Indonesia 2, no. 2 (2024): 652, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.12548815. 



66 

 

daring yang menyasar korban di negara lain. Mereka bekerja dalam sistem target 

yang ketat, seringkali disertai dengan ancaman kekerasan fisik jika tidak 

mencapai hasil yang ditentukan.  

 Menurut kesaksian WNI korban TPPO, bentuk eksploitasi yang dialami 

masuk ke dalam kategori kerja paksa dan penyekapan. Beberapa korban yang 

berhasil diselamatkan melaporkan bahwa mereka tidak hanya dipaksa bekerja 

tanpa upah, tetapi juga mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, penyiksaan, 

dan ancaman pembunuhan. Paspor mereka disita, komunikasi dibatasi, dan 

mobilitas dikendalikan secara ketat oleh sindikat. Ini menunjukkan bahwa 

eksploitasi terhadap para korban tidak hanya dalam bentuk ekonomi, tetapi juga 

mencakup pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. 

 Perdagangan manusia (human trafficking) yang menimpa Warga Negara 

Indonesia (WNI) di Myanmar merupakan fenomena kriminal yang menunjukkan 

pola sistematis dan terorganisir. Berdasarkan laporan investigasi, kasus ini tidak 

terjadi secara kebetulan, melainkan melalui tahapan-tahapan yang telah dirancang 

secara matang oleh sindikat kejahatan lintas negara sepeti menggunakan agen 

palsu dan lowongan kerja online yang bertebaran di sosial media.  

 Proses perekrutan korban umumnya dimulai melalui manipulasi media 

sosial, di mana sindikat kejahatan menyebarkan iklan lowongan kerja palsu di 

platform seperti Facebook, Instagram, dan Telegram. Korban diiming-imingi 

pekerjaan sebagai customer service atau staf administrasi di Thailand, Kamboja, 

atau Laos dengan gaji mencapai Rp10–15 juta per bulan, termasuk fasilitas tiket 
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dan akomodasi.80 Janji-janji ini sering kali disertai dokumen palsu yang membuat 

korban percaya bahwa proses perekrutan resmi, namun kenyataannya mereka 

direkrut secara ilegal. Hal ini, dinyatakan langsung oleh kesaksian korban yang 

berhasil dilakukan tindakan repatriasi oleh pemeritah Indonesia yang bernama 

Ilham Fajrian pada akhir tahun 2024.81 

 Pada proses ini, korban menuturkan bahwa setelah kesepakatan korban 

diberangkatkan melalui jalur resmi ke Thailand, tetapi kemudian dipindahkan 

secara paksa ke Myanmar melalui perbatasan ilegal. Korban, diberangkatkan dari 

Bandara Soekarno-Hatta ke Bangkok, lalu dibawa melalui perjalanan darat ke 

Maesot (Thailand), sebelum diseberangkan ke Myawaddy menggunakan jalur 

hutan dan sungai yang diawasi kelompok bersenjata. Modus ini memanfaatkan 

ketiadaan data keimigrasian resmi di Myanmar, sehingga korban tidak tercatat 

sebagai pekerja legal dan rentan terhadap eksploitasi.82 

 Sesampainya di Myanmar, korban langsung kehilangan kebebasan. 

Telepon genggam disita, dan mereka dipaksa menandatangani kontrak kerja 

dengan target pendapatan hingga $200.000 untuk perusahaan dalam kurun 18 

bulan. Jika menolak, korban diancam kekerasan fisik atau “penjara hitam” ruang 

gelap tanpa akses makanan. Mereka dipaksa bekerja 14 jam sehari sebagai pelaku 

 
80 Siti Yona Hukmana, “Modus TPPO ke Myanmar: Tawarkan Pekerjaan Lewat Facebook hingga 

Telegram,” Metro TV, 22 Maret 2025, https://www.metrotvnews.com/read/kpLCaJo6-modus-tppo-ke-

myanmar-tawarkan-pekerjaan-lewat-facebook-hingga-telegram. 
81 Katriana, “Kisah Ilham dan upaya pemerintah pulangkan korban TPPO dari Myanmar,” Antara News, 

20 Maret 2025, https://www.antaranews.com/berita/4725529/kisah-ilham-dan-upaya-pemerintah-

pulangkan-korban-tppo-dari-myanmar. 
82 Fika Nurul Ulya, “Kemenlu Sebut 20 WNI Korban TPPO di Myanmar Diduga Masuk lewat Jalur 

Ilegal,” Kompas.com, 5 Mei 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/05/05/19530381/kemenlu-

sebut-20-wni-korban-tppo-di-myanmar-diduga-masuk-lewat-jalur-ilegal?page=all. 
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penipuan daring (online scam), seperti love scam atau penipuan investasi dan judi 

online dengan target mengumpulkan nomor telepon dan data korban baru.83 

 Eksploitasi fisik dan psikologis menjadi bagian rutin kehidupan korban. 

Laporan korban menyebutkan praktik penyiksaan seperti pemukulan, 

penyetruman, dan ancaman pembunuhan jika target tidak tercapai. Seorang 

korban yang sama, SA, bahkan dimintai tebusan 475 juta rupiah oleh sindikat 

setelah keluarganya melapor ke pemerintah, menunjukkan bagaimana kerentanan 

korban dimanfaatkan untuk pemerasan. Kondisi ini mencerminkan hilangnya 

keamanan warganegara (Citizen Security), di mana hak atas kebebasan dan 

keselamatan jasmani benar-benar diabaikan. 

 Di sisi keamanan sebagai warga negara (citizen security), pemerintah 

Indonesia menghadapi kendala struktural dalam memberikan perlindungan. 

Wilayah konflik seperti Myawaddy, yang dikuasai kelompok bersenjata non-

negara, membatasi akses diplomatik dan evakuasi. Misalnya, pada tahun 2024 

sebanayak 554 WNI berhasil dipulangkan melalui koordinasi intensif dengan 

Thailand, tetapi 10 orang masih tertahan akibat hambatan keamanan.84 Lemahnya 

kontrol pemerintah Myanmar pasca-kudeta 2021 memperparah situasi, karena 

aparat lokal sering terlibat dalam jaringan TPPO.85  

 Di sisi lain, terdapat pengakuan mengejutkan dari salah satu perekrut yang 

berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Indonesia. Pelaku perekrutan tersebut 

ber-inisial HR yaitu karyawan swasta asal Bangka Belitung, sebagai tersangka 

 
83 Katriana, “Kisah Ilham dan upaya pemerintah pulangkan korban TPPO dari Myanmar.” 
84 BP2MI, “Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri Karding Beri 

Pendampingan dan Reintegrasi Sosial,” Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 18 Maret 2025, 

https://bp2mi.go.id/berita-detail/pemerintah-pulangkan-554-wni-korban-online-scam-di-myanmar-

menteri-karding-beri-pendampingan-dan-reintegrasi-sosial. 
85 Ulya, “Kemenlu Sebut 20 WNI Korban TPPO di Myanmar Diduga Masuk lewat Jalur Ilegal.” 
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dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa 699 

Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar.86 Polri mengungkapkan, dalam 

merekrut korban tersebut pelaku merekrut korban melalui media sosial seperti 

Facebook, Instagram, dan Telegram, dengan menjanjikan pekerjaan sebagai 

customer service di Thailand dengan gaji 30 juta rupiah perbulan.87 

 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk eksploitasi 

transnasional yang kian kompleks. TPPO tidak hanya berbentuk eksploitasi 

seksual atau kerja paksa secara fisik, tetapi juga mencakup eksploitasi digital 

melalui penipuan daring (online scam) dan perjudian daring (online gambling) 

atau biasa disebut judi online. Di Myanmar, khususnya di wilayah konflik seperti 

Myawaddy dan Shan State, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) direkrut 

secara ilegal untuk dipekerjakan di pusat-pusat penipuan daring yang 

dikendalikan oleh sindikat kejahatan internasional. 

 Modus dari TPPO yang menargetkan WNI ini memberikan dampak yang 

serius untuk keamanan hak pribadi dari WNI yang dimana mereka di wajibkan 

untuk kerja paksa tanpa upah selama 16 jam lebih untuk melakukan praktik 

penipuan online dan pengelolaan situs judi online. Warga negara Indonesia yang 

menjadi korban pemaksaan mejadi operator “pig butchering scam” dipaksa 

bekerja dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Mereka harus menjalani jam 

kerja ekstrem selama 17 hingga 20 jam setiap hari, hanya diberi waktu istirahat 

 
86 Rumondang Naibaho, “WNI Korban Scam Online di Myanmar Ditetapkan Tersangka, Ternyata Jadi 

Perekrut,” detiknews, 21 Maret 2025, https://news.detik.com/berita/d-7835252/wni-korban-scam-online-

di-myanmar-ditetapkan-tersangka-ternyata-jadi-perekrut. 
87 Yulida Medistiara, “Kemlu Ungkap 20 WNI Korban TPPO di Myanmar Sudah Dibebaskan,” 

detiknews, 7 Mei 2023, https://news.detik.com/berita/d-6707764/kemlu-ungkap-20-wni-korban-tppo-di-

myanmar-sudah-dibebaskan. 
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sekitar 30 menit, tanpa hari libur, dan tidak menerima upah atas pekerjaan yang 

dilakukan.88 

 Pig Butchering Scam adalah istilah untuk mengambarkan bentuk penipuan 

online, dimana pelaku melakukan manipulasi korban secara psikologis dan 

emosional untuk memperoleh kepercayaan korban sebelum akhirnya dapat 

mengeksploitasi korban secara finansial. Dalam beberapa kasus, korban berasal 

dari berbagai negara, sedangkan pelaku atau operator jaringan penipuan 

beroperasi dari wilayah dengan penegakan hukum yang lemah atau korupsi tinggi, 

seperti yang ditemukan dalam beberapa kasus di Asia Tenggara.89 Di negara 

Myanmar fenomena ini digunakan untuk praktik penipuan daring (scammer 

online) terhadap warga warga asing terutama menargetkan turis dari benua Eropa 

dan Amerika yang dimana dijalankan oleh pelaku berkewarganegaraan Indonesia 

menjadi operator dari penipuan ini. 

 Dalam modus operasi scaming ini, perusahaan scam memberikan target 

terhadap WNI yang menjadi pekerja ilegal tersebut dengan melakukan penipuan 

terhdap turis asal eropa dan amerika sebanyak 100 orang dalam sehari. Jika WNI 

korban TPPO ini gagal menjalankan aksinya, mereka akan menerima hukuman 

yang tidak manusiawi yaitu seperti berdiri selama berjam-jam lamanya lalu berlari 

ditengah malam dengan mengelilingi tempat bekerja sebanyak 30 kali. Semua itu 

tergantung dengan tingkat kegagalan, pengakuan dari WNI korban TPPO juga 

 
88 Alfian Putra Abdi, “‘Selamatkan Keluarga Kami’: Kisah Korban Perdagangan Orang di Myanmar,” 

Project Multatuli, 15 Agustus 2024, https://projectmultatuli.org/selamatkan-keluarga-kami-kisah-korban-

perdagangan-orang-di-myanmar/. 
89 Jason Scharfman, “Crypto Romance Scams and Pig Butchering,” dalam The Cryptocurrency and 

Digital Asset Fraud Casebook, Volume II (Springer Nature Switzerland, 2024), 39–63, 

https://doi.org/10.1007/978-3-031-60836-0_2. 
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mengalami dipukul dengan balok kayu maupun besi, dicambuk dan disengat 

menggunakan alat sengatan listrik.90 

 Namun dibalik aksi scaming online, ada juga modus operandi lain yang 

dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas negara yaitu judi online. WNI direkrut 

untuk mengelola platform judi online yang menyasar pasar Indonesia dan Asia 

Tenggara, dengan tugas seperti menangani transaksi, live chat, atau manipulasi 

game daring. Korban kerap kali bekerja lebih dari 14 jam sehari tanpa upah yang 

layak, di bawah ancaman penyiksaan fisik dan pelaporan palsu ke otoritas imigrasi 

lokal jika mereka mencoba melarikan diri.91 

 Keterlibatan aktor dari Tiongkok (Cina) dalam sindikat ini menjadi 

perhatian khusus. Sejumlah laporan investigatif menyebut bahwa pusat-pusat 

online scamming dan judi daring di Myanmar dikelola oleh sindikat kriminal yang 

berbasis di Tiongkok Selatan, khususnya provinsi Fujian dan Guangdong.92 

Operasi mereka diperluas ke wilayah konflik seperti Myawaddy karena lemahnya 

kontrol hukum dan adanya kerja sama tidak resmi dengan kelompok milisi lokal 

seperti Border Guard Force (BGF).93 Para pelaku Cina ini bertindak sebagai 

investor, pengelola situs daring, dan penyedia infrastruktur digital, sementara 

warga Asia Tenggara termasuk Indonesia dijadikan pekerja paksa dalam sistem 

yang terorganisir. 

 
90 Abdi, “‘Selamatkan Keluarga Kami’: Kisah Korban Perdagangan Orang di Myanmar.” 
91 Safitri. Kiki, “WNI Pekerja ‘Online Scam’ di Myanmar dan Kamboja Disetrum jika Tak Capai Target,” 

kompas.com, 24 April 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/04/24/21283661/wni-pekerja-online-

scam-di-myanmar-dan-kamboja-disetrum-jika-tak-capai. 
92 Allegra Mendelson, “Kelompok Kriminal Cina di Balik Sindikat Penipu di Myanmar yang Mengincar 

Korban Mancanegara,” Interaktif, 30 Agustus 2023, https://interaktif.tempo.co/proyek/kelompok-

penipuan-myanmar/. 
93 Mendelson. 
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Gambar 4. 3 Lokasi tempat perjudian ilegal yang memperkerjakan 

korban perdagangan manusia 

Sumber: Project Multatuli 

 Laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 

2023 hingga 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 120.000 orang di Asia Tenggara 

menjadi korban eksploitasi digital oleh sindikat scamming yang bermarkas di 

Myanmar, Laos, dan Kamboja dengan aktor utama berasal dari Tiongkok.94 

Fasilitas seperti KK Park dan Yatai New City beroperasi sebagai pusat aktivitas 

penipuan skala besar, termasuk skema investasi ilegal, perjudian daring, dan 

penipuan berbasis hubungan interpersonal, yang secara umum dikategorikan 

sebagai pig butchering scam. 

 Berdasarkan laporan Deutsche Welle Modus operandi utama dari sindikat 

ini adalah merekrut individu dari berbagai negara termasuk Tiongkok, India, dan 

negara-negara di Asia Tenggara termasuk warga negara Indonesia dengan iming-

 
94 UNODC, “Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in 

East and Southeast Asia: A Hidden and Accelerating Threat,” Januari 2024. 
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iming pekerjaan bergaji tinggi.95 Keberlangsungan operasi sindikat ini didukung 

oleh kolaborasi antara kelompok kriminal dan milisi lokal bersenjata, seperti 

Karen National Army (KNA) dan Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), yang 

menjamin perlindungan terhadap aktivitas ilegal mereka dengan imbalan tertentu. 

Hal ini, mengindikasikan adanya simbiosis antara kekuatan non-negara dan 

kelompok kriminal lintas negara, yang memperkuat kompleksitas dalam upaya 

penegakan hukum diwilayah tersebut.96 

 Pada kasus TPPO di negara Myanmar yang menjadikan WNI sebagai 

pekerja ilegal dinegara tersebut, mereka mengalami pelanggaran hak-hak dasar 

yang sangat serius. Selain kehilangan kebebasan bergerak dan hak atas pekerjaan 

yang layak, mereka mengalami pelecehan, kekerasan seksual, dan ancaman 

pemindahan paksa ke sindikat lain. Dalam beberapa kasus, korban yang tidak bisa 

membayar denda kegagalan kerja dijual ke kelompok lain yang mengoperasikan 

bisnis scamer dan judi online. 

 Menurut laporan berita BBC News Indonesia dalam wawancaranya dengan 

salah satu WNI korban TPPO, perdagangan pekerja antara sindikat-sindikat ini 

dilakukan secara terbuka di platform media sosial tertutup seperti WeChat dan 

Telegram. alah satu korban WNI yang berhasil dievakuasi melalui Thailand 

mengungkapkan pengalaman traumatisnya: “Kami dipaksa bekerja menipu orang. 

Jika tidak memenuhi target, kami dipukul dan diancam akan dijual. Itu bukan 

pekerjaan, tapi perbudakan.”97 Kesaksian ini mengonfirmasi bahwa modus TPPO 

 
95 Julia Bayer, “How Chinese mafia are running a scam factory in Myanmar,” Deutsche Welle , 30 Januari 

2024, https://www.dw.com/en/how-chinese-mafia-are-running-a-scam-factory-in-myanmar/a-68113480. 
96 Bayer. 
97 Viriya Singgih, “Myanmar: Kesaksian WNI jadi korban perdagangan orang, bertahan hidup sebagai 

penipu di zona konflik ,” BBC News Indonesia, 20 September 2024, 

https://www.bbc.com/indonesia/articles/c39ll4y79m7o. 
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di Myanmar kini telah menjelma menjadi bentuk modern dari perbudakan digital. 

Tidak hanya menyasar orang miskin atau tidak berpendidikan, tetapi juga kaum 

muda yang melek digital dan rentan terhadap tawaran pekerjaan daring. 

 Dari hasil pengumpulan data dan informasi yang didapat oleh peneliti, 

melihat bahwa Modus TPPO berbasis online scam dan judi daring yang menimpa 

WNI di Myanmar adalah bukti nyata bahwa perdagangan manusia telah 

bertransformasi secara signifikan. Eksploitasi tidak lagi terbatas pada sektor 

konvensional, tetapi juga pada ruang digital, dengan pola kerja paksa yang 

sistematis dan melibatkan aktor lintas negara. Negara-negara seperti Indonesia 

dituntut untuk memperluas definisi TPPO dalam undang-undang nasional, 

termasuk dalam dimensi digital, serta memperkuat kerja sama regional dalam 

menangani sindikat lintas batas. Selain itu, pemahaman masyarakat akan modus-

modus perekrutan ini perlu ditingkatkan melalui edukasi daring yang menyasar 

platform tempat para korban direkrut. 

B. Kerjasama Kepolisian RI dan Royal Thai Police dalam menanggulangi 

Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap WNI di Myanmar 

 Jumlah WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar cukup tinggi. 

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mencatat puluhan 

kasus TPPO terhadap WNI di Myanmar sejak tahun 2023. Menurut data yang 

dikumpulkan peneliti, mulai tahun 2023 hingga Maret 2024, lebih dari 500 WNI 

telah berhasil dievakuasi dari wilayah-wilayah berbahaya tersebut, khususnya dari 

kawasan Myawaddy. Namun diperkirakan masih banyak korban yang belum 

dapat dijangkau karena lokasi mereka berada di daerah konflik atau di bawah 
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kendali kelompok bersenjata yang termasuk dalam kategori Transnational 

Organized Crime.98 

 

Gambar 4. 4 Wilayah operasi pekerja ilegal 

Sumber: United Nations Office on Drugs and Crime. 

 Tindakan kejahatan perdagangan manusia terjadi pada WNI yang berada di 

luar negeri semakin bertambah terus menerus setiap tahunnya. Pemerintah 

Indonesia melihat hal ini merupakan kasus serius yang harus diatasi oleh 

pemerintah Indonesia sebagaimana tentang peranan wajib negara dalam 

melakukan perlindungan bagi warga negaranya yang terkena dampak dari kasus 

perdagangan orang yang menjadikan WNI sebagai korban bahkan pelaku dari 

TPPO. Melihat kasus ini pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam upayanya 

untuk memberikan rasa aman dan keselematan terhadap WNI yang berada diluar 

negeri. 

 
98 Santosa, “Kisah Sedih Ratusan WNI Jatuh ke Perangkap Sindikat Perdagangan Manusia di Myanmar.” 
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 Disisi lain, negara Thailand melihat bahwa hal tersebut terjadi di negaranya 

yang dimana negara thailand di jadikan transit untuk penangkutan pekerja migran 

illegal. Hal ini disadari oleh pemerintah Thailand bahwa kawasan Golden 

Triangle merupakan pertemuan antara Myanmar dan Laos menjadi daerah rawan 

untuk perkembangan Transnational Organized Crime. Menurut laporan UN 

News, wilayah ini kini tidak hanya menjadi jalur utama perdagangan narkotika, 

tetapi juga lokasi berkembangnya kejahatan manusia, kekerasan, dan aktivitas 

ilegal lainnya yang dieksploitasi oleh kelompok bersenjata dan sindikat seperti 

BGF (Border Guard Force) dan DKBA.99 

  Pada paruh kedua tahun 2023, berbagai operasi penegakan hukum 

Thailand berhasil mengungkap jaringan besar perdagangan manusia dan scam 

centres di kawasan ini. Pada Oktober 2023, polisi imigrasi Thailand berhasil 

menangkap lima pemimpin sindikat dan merazia jaringan hingga ke daerah 

Chiang Saen, Mae Sot, dan Phop Phra yang diketahui memfasilitasi perlintasan 

ilegal dari Myanmar.100 Rangkaian operasi ini menunjukkan bahwa pelaku tidak 

hanya melibatkan warga negara asing, tetapi juga korupsi aparat lokal, yang 

menggunakan aparat perbatasan untuk memungut suap sekitar 3.200 baht per 

orang agar dapat memasuki Thailand secara ilegal . 

 Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Thailand. Pada akhir tahun 

2024 dan awal 2025, aparat Thailand bersama milisi perbatasan Myanmar BGF 

bertindak tegas dengan memutus pasokan listrik dan internet di “kantong 

 
99 Pimuk Rakkanam, “Thailand urged to rescue trafficking victims trapped in Myanmar,” Radio Free 

Asia, 28 Oktober 2024, https://www.rfa.org/english/myanmar/2024/10/28/thailand-paetongtarg-

trafficking-victims 
100 Siam Rath, “Immigration Police Arrest 5 Leaders of Major Human Trafficking Rings ,” ASEAN 

NOW, 3 Oktober 2024, https://aseannow.com/topic/1339701-immigration-police-arrest-5-leaders-of-

major-human-trafficking-rings 
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kejahatan” seperti Myawaddy dan Tachileik pada Februari 2025, sebagai respons 

nyata atas meningkatnya tekanan publik dan diplomasi internasional, termasuk 

keprihatinan dari China atas penyanderaan aktor Wang Xing . Upaya ini dilakukan 

dengan pembentukan task force regional anti-trafficking di Provinsi Tak, yang 

menandakan perluasan kerja sama penegakan hukum secara lintas negara.101 

1. Agenda Setting Pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational 

Crime (AMMTC) ke-17 Tentang  Kejahatan Transnational Crime 

 Akibat meningkatnya tren kejahatan lintas negara di kawasan, terutama 

di sepanjang perbatasan Thailand dan Myanmar, ASEAN mulai menaruh 

perhatian serius terhadap fenomena TPPO dan scam centre yang melibatkan 

ribuan korban dari negara-negara anggotanya. Kasus-kasus seperti yang 

terjadi pada warga negara Indonesia di wilayah Myawaddy menjadi masalah 

bahwa kejahatan transnasional tidak bisa diselesaikan hanya melalui 

pendekatan nasional. ASEAN memandang bahwa situasi ini mengancam tidak 

hanya keamanan manusia, tetapi juga stabilitas kawasan dan integritas hukum 

lintas negara. Permasalahan ini mendorong negara-negara ASEAN untuk 

memperkuat upaya kolaboratif dalam kerangka bilateral dan regional. Salah 

satu bentuk konkret dari respons tersebut adalah penguatan kerja sama antar 

institusi penegak hukum melalui pendekatan Police to Police (P2P).102 Model 

P2P ini menjadi penting karena memungkinkan kerja sama yang cepat, teknis, 

 
101 Panarat Thepgumpanat, “Scam hubs on Thai-Myanmar border still have up to 100,000 people, Thai 

police says ,” Reuters, 18 Maret 2025, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/scam-hubs-thai-

myanmar-border-still-have-up-100000-people-thai-police-says-2025-03-18 
102 Admin Interpol, “ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC) 

KE-17,” NCB-INTERPOL INDONESIA, 6 Desember 2023, https://interpol.go.id/berita38.php. 
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dan langsung antar kepolisian tanpa harus melalui proses diplomatik yang 

panjang. 

 Pentingnya isu perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara, 

khususnya yang melibatkan warga negara Indonesia di perbatasan Thailand–

Myanmar, semakin mendapatkan perhatian serius dari komunitas regional 

ASEAN. Hal ini terbukti dari pelaksanaan Pertemuan Menteri ASEAN 

Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 (17th 

AMMTC) yang diselenggarakan pada 21 Agustus 2023 di Labuan Bajo, 

Indonesia. Pertemuan ini bukan hanya forum dialog biasa, melainkan menjadi 

momen penting dalam mengangkat isu TPPO dari wacana diskusi informal ke 

dalam agenda resmi kerja sama regional yang terstruktur dan strategis. 

 

Gambar 4. 5 Pertemuan ke-17 AMMTC 

Sumber: NCB-Interpol Indonesia 

 Salah satu hasil paling signifikan dari pertemuan ini adalah 

dikeluarkannya Labuan Bajo Declaration, sebuah dokumen deklaratif yang 

mencerminkan komitmen kolektif negara-negara ASEAN untuk memperkuat 
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kerja sama dalam menangani kejahatan transnasional.103 Dalam deklarasi 

tersebut, ASEAN menyatakan secara eksplisit bahwa perdagangan orang, 

termasuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak, merupakan 

ancaman serius yang membutuhkan penanganan lintas negara. 

 Dalam deklarasi yang diadakan di Labuan Bajo, tercantum empat 

prioritas utama, yang semuanya memperkuat posisi isu TPPO dalam kerangka 

kerja sama kawasan. Prioritas tersebut antara lain penguatan perlindungan 

bagi korban dan saksi, peningkatan sistem peringatan dini terhadap 

ekstremisme, serta komitmen untuk memperluas kerja sama teknis di bidang 

keamanan dan penegakan hukum.104 Hal ini menandakan bahwa TPPO atau 

perdagangan manusia telah melampaui status sebagai isu sektoral dan telah 

diintegrasikan ke dalam kerangka kerja kolektif ASEAN sebagai bagian dari 

ancaman terhadap keamanan manusia dan stabilitas kawasan. 

 Selain pernyataan deklaratif, AMMTC juga menjadi forum di mana 

kerja sama konkret dirumuskan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolri Jenderal 

Listyo Sigit Prabowo menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 

enam negara anggota ASEAN, termasuk Thailand, untuk memperkuat 

penanggulangan kejahatan lintas negara.105 MoU ini merupakan hasil dari 

tahapan agenda-setting yang berhasil, karena menunjukkan bahwa isu TPPO 

 
103 Marianus Marselus, “4 Deklarasi Jadi Output AMMTC di Labuan Bajo,” Media Indonesia, 21 Agustus 

2023, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/606598/4-deklarasi-jadi-output-ammtc-di-labuan-

bajo. 
104 Marselus. 
105 Marianus Marselus, “Kapolri Teken MoU Kerja Sama Kejahatan Lintas Negara dengan 6 Negara,” 

Media Indonesia, 22 Agustus 2023, https://mediaindonesia.com/internasional/606871/kapolri-teken-mou-

kerja-sama-kejahatan-lintas-negara-dengan-6-negara#google_vignette. 
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telah memperoleh legitimasi politik yang tinggi hingga dituangkan dalam 

bentuk kerja sama formal bilateral maupun regional. 

 Deklarasi dan penandatanganan MoU tersebut tidak berdiri sendiri, 

tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang ASEAN yang telah 

dirancang melalui berbagai dokumen normatif seperti ASEAN Convention 

Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) dan 

rencana tindak lanjutnya.106 Hal ini memperkuat argumen bahwa proses 

penetapan agenda dalam isu TPPO telah melibatkan proses dari kerjasama 

multilateral yang melibatkan berbagai elemen seperti negara, institusi negara, 

lembaga swadaya masyakat (LSM) dan masyarakat itu sendiri. 

 Oleh sebab itu muncul sebuah kerangka kerjasama antara Polri dan RTP 

dalam melawan kejahatan lintas negara. Awal terbentuknya kerja sama formal 

antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Kerajaan 

Thailand (Royal Thai Police) tidak terlepas dari dinamika kawasan Asia 

Tenggara yang menghadapi peningkatan kejahatan lintas negara atau 

transnational organized crime. Ancaman seperti perdagangan manusia, 

penyelundupan migran, kejahatan siber, dan pencucian uang semakin 

kompleks dan tidak dapat dihadapi secara unilateral. Dalam hal ini, kedua 

negara memiliki kepentingan bersama untuk membangun kerangka kerja yang 

kokoh dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan lintas negara. 

  

 
106 ASEAN, “ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children,” 

2023. 
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2. Negoisasi Perumusan MoU dalam Pembentukan Kerja Sama Polri & 

Royal Thai Police 

 Kerja sama bilateral antara Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri) dan Kepolisian Kerajaan Thailand (Royal Thai Police) dalam 

menangani kejahatan transnasional, termasuk tindak pidana perdagangan 

orang (TPPO), resmi diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman 

yang berjudul Cooperation in Preventing and Combating Transnational 

Crime and Developing Enhancing Capacity Building. 

 

Gambar 4. 6 MoU Kepolisian RI dan Royal Thai Police dalam 

melawan kejahatan transnasional 

Sumber: Kementerian luar Negeri 

 MoU ini ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2023 di Labuan Bajo, 

Indonesia, oleh dua pejabat tinggi masing-masing negara, yaitu Jenderal Polisi 

Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., selaku Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Jenderal Polisi Damrongsak Kittiprapas, selaku Kepala Kepolisian 
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Kerajaan Thailand. Penandatanganan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian 

kegiatan ASEANAPOL ke-40, sekaligus memperkuat komitmen kedua negara 

dalam memperkuat keamanan kawasan ASEAN. 

 MoU ini disepakati sebagai respons terhadap tingginya eskalasi kejahatan 

lintas negara yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah 

perbatasan Thailand dan Myanmar, di mana jaringan perdagangan manusia dan 

aktivitas ilegal lintas negara semakin mengancam keamanan nasional kedua 

negara. Situasi tersebut diperburuk dengan banyaknya korban dari Indonesia yang 

terjebak dalam praktik TPPO dan penipuan daring (scam) yang beroperasi dari 

kawasan konflik Myanmar. 

 Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal 

Ahmad Ramadhan menjelaskan bahwa, Nota kesepahaman ini bertujuan untuk 

memperkuat kerja sama bilateral antara Kepolisian Indonesia dan kepolisian 

negara-negara ASEAN dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

transnasional yang semakin kompleks di kawasan.107  

 Lebih lanjut, dalam pernyataan resminya, Kepala Biro Penerangan 

Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, menekankan 

bahwa ruang lingkup kerja sama yang tertuang dalam MoU ini mencakup 

berbagai aspek pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional, 

khususnya dalam regional ASEAN. Ia menjelaskan bahwa kerja sama ini tidak 

terbatas pada aspek operasional, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas 

institusional, melalui program seperti pendidikan dan pelatihan bersama, studi 

 
107 Eka Yudha Saputra, “Polri Teken Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan Transnasional dengan 6 

Negara ASEAN,” tempo.co, 21 Agustus 2023, https://www.tempo.co/hukum/polri-teken-kerja-sama-

penanggulangan-kejahatan-transnasional-dengan-6-negara-asean-153380. 
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banding, berbagi praktik terbaik, konferensi, seminar, lokakarya, serta pertukaran 

personel dan tenaga ahli antar institusi kepolisian negara-negara ASEAN. 

 Ramadhan menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian tersebut 

merupakan cerminan dari tekad dan semangat negara-negara ASEAN dalam 

menghadapi tantangan global yang semakin rumit. Ia menyebut bahwa kerja sama 

ini sekaligus menjadi perwujudan komitmen Indonesia untuk mewujudkan 

kawasan ASEAN yang lebih aman dan bebas dari ancaman kejahatan lintas 

negara. Melalui nota kesepahaman ini, diharapkan akan terbentuk kerja sama 

bilateral yang lebih kuat, termasuk antara Indonesia dan Thailand, dalam 

merespons ancaman seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan 

kejahatan siber yang saat ini berkembang pesat di wilayah perbatasan. 

 Lebih jauh, Ramadhan menutup pernyataannya dengan menyampaikan 

bahwa, “Kerja sama yang luas ini memperlihatkan tekad bersama untuk menjaga 

keamanan dan stabilitas dalam mendukung perkembangan ekonomi, perdamaian, 

dan kesejahteraan di seluruh kawasan ASEAN.”108 Pernyataan ini memperkuat 

posisi MoU sebagai langkah strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek 

penegakan hukum, tetapi juga bagian dari diplomasi keamanan regional yang 

berkontribusi pada pembangunan kawasan yang stabil dan sejahtera. 

 Dengan demikian, kerja sama Polri dan Royal Thai Police melalui MoU ini 

mencerminkan kerja sama internasional yang bersifat fungsional dan strategis. 

Sejalan dengan pemikiran Sebastian Paulo, kerja sama ini terbentuk melalui 

proses dialog, pertukaran solusi, hingga terbentuknya kesepahaman resmi 

antarpemerintah untuk menghadapi permasalahan bersama. Kerja sama ini juga 

 
108 Saputra. 
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memperlihatkan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara 

tetap memiliki kepentingan kolektif yang mendorong mereka untuk menciptakan 

mekanisme koordinatif berbasis keinginan dan hharapan bersama. 

C. Implementasi Kerjasama Kepolisian RI dan Royal Thai Police Dalam 

Menanggulangi TPPO WNI di Myanmar 

 Implementasi kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri) dan Royal Thai Police (RTP) merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan 

kesepakatan bilateral yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) tahun 2023. 

Setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, kedua institusi mulai mengaktifkan 

berbagai bentuk kerja sama teknis di lapangan guna menanggulangi kejahatan 

transnasional, khususnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang 

melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan perbatasan Thailand 

Myanmar.  

 

Gambar 4. 7 Bentuk Bentuk Kerjasama dalam MoU 

Sumber: Kementerian Luar Negeri 
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 Dalam, MoU antara polri dan RTP membahas kerangka kerjasama tentang 

penguatan sinergeritas antar instansi negara melawan kejahatan lintas negara 

(Transnational Crime). Pada paragraf ke-tiga, kerjasama kedua belah pihak 

terdapat empat poin utama untuk melawan kejahatan lintas negara. Isi dari ke-

empat poin tersebut jika selaraskan dengan penelitian peneliti untuk 

mengimplementasikan kerangka kerjasama memenuhi aspek dari kerjasama 

Internasional. 

 Bentuk kerja sama pertama antara Polri dan Royal Thai Police diwujudkan 

melalui pertukaran informasi per kasus, yang menjadi landasan penting dalam 

penanganan TPPO secara terstruktur dan berbasis intelijen. Pertukaran informasi 

ini tidak hanya dilakukan secara bilateral, tetapi juga melalui jaringan kepolisian 

internasional seperti Interpol, untuk memastikan bahwa setiap data terkait korban, 

pelaku, dan jalur pergerakan sindikat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. 

Salah satu contoh konkret dari kerja sama ini adalah koordinasi yang dilakukan 

oleh Divisi Hubinter Polri dengan Interpol dan otoritas Thailand dalam upaya 

pemulangan 20 WNI korban TPPO dari wilayah konflik Myanmar melalui 

Thailand pada pertengahan tahun 2023.109  

 
109 Rumondang Naibaho, “Polri Koordinasi Interpol untuk Pulangkan 20 WNI Korban TPPO di 

Myanmar,” detiknews, 9 Mei 2023, https://news.detik.com/berita/d-6711886/polri-koordinasi-interpol-

untuk-pulangkan-20-wni-korban-tppo-di-myanmar?utm_source= 
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Gambar 4. 8 Pertemuan KBRI Bangkok melalui Atpol dengan 

Royal Thai Police untuk Penanganan Korban TPPO di Thailand 

Sumber: Dokumentasi KBRI Bangkok 

 Salah satu bentuk implementasi kerja sama antara Polri dan Royal Thai 

Police dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 

warga negara Indonesia dapat terlihat dari koordinasi aktif antara Kedutaan Besar 

Republik Indonesia (KBRI) fungsi atase kepolisian (atpol) di Bangkok dengan 

pihak RTP. Dalam pertemuan resmi yang digelar pada Oktober 2023, RTP 

menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya jumlah WNI yang menjadi 

korban TPPO dan ditempatkan di wilayah perbatasan, terutama yang berkaitan 

dengan jaringan scam centre dan eksploitasi kerja paksa.110 

 Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak dalam hal ini unsur diplomatik 

Indonesia dan unit-unit teknis RTP melakukan pemetaan kasus per kasus 

 
110 KBRI Bangkok, “Pertemuan KBRI Bangkok dengan Royal Thai Police untuk Penanganan Korban 

TPPO di Thailand,” Kedutaan Besar Republik Indonesia, 14 Juni 2023, 

https://kemlu.go.id/bangkok/berita/pertemuan-kbri-bangkok-dengan-royal-thai-police-untuk-penanganan-

korban-tppo-di-thailand?type=publication. 
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berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari laporan WNI, hasil investigasi 

Polri, serta data lapangan dari otoritas Thailand. Pihak RTP juga menyampaikan 

komitmennya untuk memfasilitasi pengumpulan informasi lanjutan, 

memverifikasi data korban, dan membuka jalur koordinasi tetap untuk 

mempercepat proses identifikasi dan repatriasi.111 Pertemuan ini menjadi bukti 

konkret bahwa kerja sama bilateral antara Polri dan RTP tidak bersifat formalistik, 

melainkan dijalankan melalui saluran komunikasi langsung antarlembaga dengan 

tujuan utama melindungi korban. Pertemuan tersebut juga mencerminkan 

pendekatan police to police dan diplomatic channel yang saling melengkapi, di 

mana Polri melalui perwakilan luar negeri dan KBRI bertindak sebagai 

penghubung kepolisian Indonesia dengan otoritas keamanan Thailand. 

 Lalu, untuk upaya kegiatan yang dilakukan oleh otoritas RTP berupa 

penindakan penyelamatan korban-korban perdagangan manusia sebelum di kirim 

ke negara yang dituju seperti kasus yaitu pengiriman korban ke negara Myanmar. 

Pada awal tahun 2025, aparat Thailand yang didukung RTP dan milisi etnis 

Myanmar berhasil membebaskan sekitar 260 pekerja dari kamp scam di wilayah 

Myawaddy, Myanmar, yang kemudian dievakuasi ke Provinsi Tak, Thailand. 

 
111 KBRI Bangkok. 
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Gambar 4. 9 Atpol Bangkok bertemu dengan WNI korban TPPO 

Sumber: Atpol Bangkok 

 Dari 260 pekerja yang berhasil diselamatkan oleh RTP serta Royal Thai 

Army (RMA), ada 3 korban yang berwarga negara Indonesia.112 Setelah 

mendapatkan informasi dari pihak berwenang Thailand, Polri melalui Atpol 

Bangkok Kombes Pol. Endon Nurcahyo, langsung melakukan kunjungan ke 

lokasi penampungan empat WNI korban perdagangan orang di wilayah Thailand. 

Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari operasi penyelamatan lintas negara 

yang merupakan hasil kolaborasi antara Royal Thai Police, otoritas imigrasi 

Thailand, dan Polri melalui jalur diplomatik dan koordinasi Interpol. 

 Selanjutnya, Kegiatan penguatan jaringan juga diperluas melalui dukungan 

Divhubinter Polri dalam kegiatan diplomatik. Pada Juni 2024, Divhubinter Polri 

memfasilitasi keberangkatan Menteri Kehakiman Thailand, Mr. Tawee Sodsong, 

 
112 Jintamas Saksornchai, “260 foreigners rescued from virtual slavery in Myanmar’s online scam centers 

are being repatriated,” AP News, 14 Februari 2025, https://apnews.com/article/myanmar-scam-centers-

thailand-army-myawaddy-trafficking-853f556f08a2bacb3991589fc8ab3588 
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dan RTP dari Jakarta ke Bangkok.113 Kegiatan ini menunjukkan peran aktif Polri 

dalam membangun fondasi hubungan antarnegara yang kuat, serta memperluas 

cakupan kerja sama dari penegakan hukum teknis menuju relasi strategis antar 

negara. Kegiatan semacam ini mencerminkan bahwa keberhasilan 

penanggulangan TPPO juga sangat bergantung pada stabilitas hubungan 

diplomatik dan kesiapan institusional dari masing-masing negara. 

 

Gambar 4. 10 Kerjasama Pertahanan Thailand dan Royal Thai 

Police dalam Penguatan Kerjasama Internasional antara Indonesia 

dan Thailand 

Sumber: NCB Interpol Polri114 

 Dengan demikian, penguatan dan konsolidasi jaringan kerja sama menjadi 

tulang punggung dalam memastikan bahwa kerja sama Polri dan RTP tidak hanya 

bergantung pada peristiwa tertentu, tetapi juga dibangun di atas komitmen jangka 

panjang, kepercayaan institusional, dan struktur komunikasi yang stabil. Aspek 

ini sangat penting dalam menghadapi kejahatan transnasional yang kian 

kompleks, serta memperkuat posisi Indonesia dan Thailand sebagai mitra strategis 

dalam menjaga keamanan kawasan ASEAN. 

 
113 NCB Interpol, “Penguatan Kerjasama Internasional antara Indonesia dan Thailand,” Divhubinter, 2 

Juni 2024, https://divhubinter.polri.go.id/newsdetail/189. 
114 NCB Interpol. 
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  Berikutnya, Implementasi kerja sama antara Polri dan Royal Thai Police 

(RTP) juga tercermin dalam aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia 

(SDM), sebagaimana tercantum dalam poin keempat Nota Kesepahaman (MoU) 

2023. Kerja sama ini diwujudkan melalui kegiatan pelatihan bersama, studi 

banding, seminar, lokakarya, serta pertukaran personel dan ahli di bidang 

penegakan hukum. Fokusnya tidak hanya pada peningkatan keterampilan teknis, 

tetapi juga pada penguatan jejaring profesional antarlembaga kepolisian. 

 

 

Gambar 4. 11 Pengiriman Personel Polri untuk wawasan kerjasama 

di bidang keamanan 

Sumber: Divhubinter 

 Hal ini dilakukan Polri dalam kegiatan Kuliah Kerja Luar Negeri ke 

Thailand. Kegiatan ini didampingi oleh Divhubinter Polri dan dilaksanakan di 

Bangkok, Thailand, sebagai bagian dari perluasan wawasan dan penguatan kerja 

sama internasional di bidang keamanan dan penegakan hukum. Kegiatan KKLN 

tidak hanya bertujuan membekali peserta dengan perspektif global, tetapi juga 

menjadi ajang untuk memperkuat relasi institusional antara Polri dan Royal Thai 
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Police secara lebih mendalam. Pada KKLN ini, Polri melakukan pelatihan teknis 

untuk penanganan TPPO di Thailand. 

 Implementasi ini, didukung juga partisipasi aktif Polri dalam Validation 

Workshop of ASEAN International Legal Cooperation (ILC) Compendium yang 

diselenggarakan di Bangkok, Thailand forum ini menjadi sarana strategis untuk 

menyusun panduan hukum praktis bagi aparat penegak hukum ASEAN dalam 

menangani kejahatan lintas negara, khususnya TPPO.115 Dalam sesi diskusi, Polri 

tidak hanya menjadi peserta pasif, melainkan turut memberikan masukan penting 

terkait mekanisme mutual legal assistance (MLA), ekstradisi, serta hambatan 

yuridis yang sering kali dihadapi dalam penegakan hukum transnasional. 

 

Gambar 4. 12 Polri Perkuat Kerja Sama Regional dalam 

Penanggulangan Perdagangan Orang di Forum ASEAN 

Sumber: Divhubinter 

 Keikutsertaan Divhubinter Polri dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa 

pengembangan kapasitas personel tidak hanya dilakukan dalam bentuk pelatihan 

teknis atau pertukaran personel, tetapi juga melalui pelibatan aktif dalam 

perumusan kebijakan regional. Ini menjadi indikasi bahwa personel Polri 

dipersiapkan tidak hanya untuk operasi lapangan, tetapi juga untuk terlibat dalam 

 
115 DIVHUBINTER, “Polri Perkuat Kerja Sama Regional dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di 

Forum ASEAN,” Divisi Hubungan Internasional , 6 Mei 2025, 

https://divhubinter.polri.go.id/newsdetail/334. 
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diplomasi hukum dan penyusunan kerangka kerja internasional. Secara strategis, 

partisipasi ini memperkuat posisi Polri dalam jejaring penegakan hukum ASEAN 

serta menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat resiliensi hukum 

kolektif terhadap kejahatan transnasional, khususnya dalam isu krusial seperti 

perdagangan orang. 

D. Evaluasi Hasil Implementasi Kerjasama antara Kepolisian RI dan Royal 

Thai Police Menanggulangi TPPO WNI di Myanmar 

 Dalam menjelaskan dinamika kerja sama antara Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) dan Royal Thai Police (RTP) dalam penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) terhadap warga negara Indonesia (WNI), pendekatan 

konsep dari Paulo menyatakan bahwa kerja sama internasional muncul sebagai 

respons terhadap persoalan bersama yang menuntut keterlibatan lebih dari satu 

aktor negara. Proses kerja sama ini meliputi tahapan pengajuan solusi, diskusi dan 

negosiasi, penyampaian bukti teknis, serta pencapaian kesepahaman atau 

kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dalam hal ini MoU antara Kepolisian 

RI dengan RTP mewujudkan secara nyata melaui kerjasama yang menimpa WNI 

di wilayah Myanmar. 

 Dalam Hal ini, TPPO merupakan tindakan kejahatan lintas negara 

(Transnational Crime). karena melibatkan jaringan lintas negara, mobilitas 

korban dan pelaku antar wilayah kedaulatan negara, serta kompleksitas 

penanganan yang menuntut kolaborasi antar aparat penegak hukum. Menurut 

definisi dari Phill Wiliams, kejahatan lintas negara terjadi ketika suatu tindakan 

kriminal tidak hanya berpusat di satu negara, tetapi memiliki hubungan dengan 

beberapa negara, baik dari segi pelaksanaan maupun dampaknya terhadap 
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masyarakat dan hukum di berbagai wilayah.116 Hal ini dapat dilihat langsung dari 

kasus yang menjadi WNI sebagai korban dari perdagangan manusia atau TPPO di 

negara Myanmar. 

 Akibat kasus TPPO yang menimpa WNI di Myanmar kian meningkat, 

Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian RI melakukan bentuk kerjsama 

internasional dengan negara yang berbatasan dengan wilayah Myanmar yaitu 

negara Thailand. Hal ini, memunculkan sebuah bentuk kerjasama yang tertuang 

dalam MoU dengan Kepolisian RI dengan pemerintah Thailand melalui Royal 

Thai Police yang berjudul Coorperation in Preventing and Combating 

Transnational Crime. Hal tersebut, sesuai dengan penjelasan dari Paulo bahwa 

kerja sama internasional paling sering terjadi secara langsung antara dua negara 

ketika mereka menghadapi masalah yang sama atau kepentingan yang saling 

bersinggungan yang dimplementasikan akibat menghadapi masalah yang sama, 

yaitu maraknya perdagangan orang terhadap WNI yang dieksploitasi di Myanmar 

dan masuk melalui Thailand.117 

 Hasil dari implementasi kerjasama didalam MoU tertuang dalam paragraf 

ke-empat, (1) Kerjasama kepolisian dalam berbagi informasi; (2) Kerjasama 

untuk pencegahan dan penindakan; (3) Memperkuat jaringan kerjasama; (4) 

Kerjasama di peningkatan kapasitas. Dari empat poin tersebut dapat dijelaskan 

sesuai dengan konsep kerjasama internasional bahwa negosiasi dan kolaborasi 

 
116 Williams Phil, “Organizing Transnational Crime: Networks, Markets and Hierarchies.” 
117 Kalevi J Holsti, “International Politics: A Framework for Analysis” (New Jersey: Prentice Hall, 1973), 

439, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:154792563. 
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antar negara harus berorientasi pada pemecahan masalah bersama, bukan pada 

dominasi atau pencapaian sepihak.118 

 Hasil nyata dari kerja sama bilateral Polri dan Royal Thai Police 

menunjukkan bahwa isu TPPO tidak berhenti pada level deklaratif, tetapi 

diterjemahkan dalam tindakan konkret di lapangan. Salah satu capaian penting 

adalah pemulangan dan penyelamatan sejumlah WNI yang menjadi korban TPPO, 

termasuk yang sebelumnya disekap di wilayah konflik Myanmar dan Thailand 

bagian utara. Proses ini melibatkan koordinasi langsung antara Divhubinter Polri, 

Atase Polri di Bangkok, dengan unit-unit khusus di RTP yang menangani 

kejahatan terorganisir lintas negara. Kerjasama internasional antara Polri dan RTP 

ini tidak hanya mencerminkan respons cepat, tetapi juga menunjukkan 

keterbangunan jalur komunikasi institusional yang efisien. 

 Dalam hal ini, bentuk kerja sama operasional lainnya mencakup pertukaran 

informasi intelijen, serta investigasi bersama atas jaringan sindikat yang 

beroperasi lintas negara. RTP secara khusus menugaskan Divisi Anti-TPPO dan 

Divisi Siber untuk mendampingi proses penyelidikan, sementara Polri 

mengaktifkan unit kerja internasionalnya untuk merespons permintaan bantuan 

hukum lintas negara. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana beyond-the-border 

cooperation, sebagaimana dijelaskan oleh Sebastian Paulo, menjadi bagian dari 

praktik dalam penanganan TPPO terhadap WNI yang menjadi korban kejahatan 

lintas negara di negara Myanmar. 

 Dalam kerangka konsep Sebastian Paulo, kerja sama ini telah menunjukkan 

hasil dari pendekatan output-oriented policy evaluation. Artinya, fokus utama 

 
118 Tenri dan Atman, “Penanganan Kasus Transnational Crime: Analisa Kerja Sama Pengawasan 

Indonesia dan Myanmar dalam Perdagangan Manusia di ASEAN.” 
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bukan hanya pada apakah negara-negara tersebut telah menyepakati komitmen 

kerja sama (legal compliance), tetapi juga apakah kerja sama itu menghasilkan 

hasil yang terlaksana dan terukur keberhasilannya. Hal tersebut sesuai dengan 

yang dijelaskan Paulo “From a policy perspective, these systems are also relevant 

for softer forms of evaluation against commonly agreed benchmarks.”119 

 kerja sama ini mendorong terbentuknya proses evaluasi horizontal melalui 

mekanisme peer-review informal, di mana keberhasilan satu negara menjadi 

pembelajaran bagi negara lain. Contohnya, praktik RTP dalam menyikapi 

perdagangan manusia menjadi bahan diskusi di forum-forum Polri, dan 

sebaliknya, pendekatan Indonesia dalam melakuka diplomasi repatriasi juga 

mendapat perhatian positif. Interaksi ini mengarah pada proses saling mengoreksi 

dan peningkatan kinerja institusional yang bersifat jangka panjang, sebagaimana 

dimaksud Paulo bukunya yaitu “mutual learning and socialisation leading to 

incremental, long-term changes in the performance of actors relative to agreed 

standards or goals”120 

 Lebih dari sekadar respons teknis terhadap kejahatan transnasional, kerja 

sama ini juga menunjukkan bahwa pendekatan bilateral yang bersifat fleksibel 

namun terstruktur bedasarkan kerjasama internasional dan mampu menjawab 

tantangan keterbatasan wilayah dan birokrasi internasional. Keberhasilan ini 

sekaligus memperlihatkan bahwa kerja sama internasional yang dibangun atas 

dasar kebutuhan konkret dan komitmen timbal balik memiliki potensi untuk 

mendorong perubahan kebijakan yang berkelanjutan serta memperkuat tata kelola 

keamanan regional di Asia Tenggara terlebih antar negara dan negara. 

 
119 Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview. 20 
120 Paulo, International cooperation and development : a conceptual overview. 20 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kerja sama antara Kepolisian 

Republik Indonesia dan Royal Thai Police dalam menangani tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI di Thailand menunjukkan efektivitas 

yang tinggi, baik dari segi operasional maupun kelembagaan. Empat bentuk kerja 

sama utama pertukaran informasi per kasus, penindakan kejahatan transnasional, 

penguatan jaringan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas SDM telah 

direalisasikan secara sistematis dan berkelanjutan. Bentuk-bentuk implementasi 

ini tidak hanya mendorong upaya perlindungan terhadap WNI korban TPPO, 

tetapi juga membangun mekanisme tanggap lintas negara yang adaptif terhadap 

dinamika kejahatan lintas negara. 

 Seluruh temuan lapangan dan bentuk kerja sama yang dilakukan Polri 

dengan RTP selaras dengan konsep kerja sama internasional menurut Sebastian 

Paulo yang menekankan pentingnya respon kolektif terhadap masalah bersama 

melalui tahapan solusi, negosiasi, dan kesepahaman teknis. Kerja sama ini juga 

menegaskan bahwa TPPO sebagai kejahatan transnasional membutuhkan 

pendekatan institusional yang melibatkan diplomasi keamanan, pertukaran 

keahlian, dan pembentukan kerangka hukum bersama. Dengan demikian, kerja 

sama bilateral Indonesia Thailand dalam penanganan TPPO dapat dijadikan 
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model kolaborasi regional yang tangguh, efisien, dan berbasis pada prinsip-

prinsip keadilan dan perlindungan HAM. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar kerja sama antara Polri 

dan Royal Thai Police dalam penanganan TPPO terhadap WNI terus diperkuat 

melalui perumusan mekanisme koordinasi yang lebih cepat dan responsif, 

terutama dalam pertukaran informasi kasus dan proses pemulangan korban. Selain 

itu, penguatan kapasitas personel di kedua negara perlu difokuskan pada aspek 

teknis lapangan dan sensitivitas terhadap korban. Jika perlu, selalu dijelaskan ke 

media internet agar masyakarat dapat mempelajari tentang bahaya tindak pindana 

perdagangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 

 Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas fokus kajian 

tidak hanya pada kerja sama bilateral, tetapi juga melibatkan dimensi regional 

seperti peran ASEAN dalam harmonisasi kebijakan Trafficking in Person. 

Penelitian juga dapat menelusuri secara lebih rinci efektivitas implementasi MoU 

baru yang akan muncul di tahun selanjutnya. 
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